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“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karna berkat dan rahmat_Nya 
lah kita masih bisa menghirup udara di atas pijakan bumi dan di bawah kolom langit 
yang terhampar luas ini, sungguh mulia Allah swt, menciptakan alam dan segala 
isinya dengan bentuk yang sebaik-baiknya.Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba 
yang patut kepada-Nya dan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan 
sehingga kita tergolong hamba-hamba yang bersyukur dan termasuk hamba yang 
selamat di dunia dan di akhirat kelak. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan Taslim 
kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad saw yang telah membawah kita 
dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini. 
Alhamdulilah dengan limpahan berkah yang diberikan oleh Allah.swt 
sehinnga skrispi yang berjudul, “PARTISIPASI PARTAI POLITIK DALAM 
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM DI KOTA MAKASSAR (STUDI 
KRITIS ATAS TATANEGARA ISLAM)” ini dapat diselesaikan. 
Penulis sepenuhnya bahwa penulis suatukarya ilmiah bukanlah suatu hal yang 
mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini 
terdapat kekurangan sehingga penulis dapat mengharapkan masukan, saran, dan 




skripsi ini tidak terlepas dari bebagai rintangan, mulai dari pengumpulan data sampai 
pada pengumpulan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran 
dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan 
juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. 
Oleh karena itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan 
terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 
1. Kedua orang tuaku (Amir Tahir dan Rosmini) yang telah mencurahkan seluruh 
cintanya, kasih sayangnya, air mata dan cucuran keringat, untaian doa yang terus 
menerus mengalir tanpa henti disetiap sujudnya serta pengorbanan yang tiada 
batas sampai kapan yang tidak dapat saya balas. Maafkan jika ananda selama ini 
merepotkan dan menyusahkan serta melukai hati dan perasaan ibunda dan 
ayahanda. Doa ku selalu menyertai kalian dimana pun berada semoga Allah swt. 
selalu mencurahkan kesahatan serta berkah_Nya. 
2. Seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberi motivasi kepada penulis 
untuk menyeleseaikan studi supaya cepat sarjana. Terkhususnya kakak-kakakku 
Nirwansyah Amir, Nirmayanti Amir S.E dan iparku Salmawatiyang telah 
memberikan segala dukungan baik secara finansial sekaligus penyemangatku 
untuk segerah menyelesaikan studi. 
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M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak 
Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan 
segenap staf pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah ikut andil dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
5. Teruntuk Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si selaku ketua Jurusan Hukum Pidana 
dan Ketatanegaraan, Ibu Dr. Kurniati, S.Ag., M.Hi selaku sekretaris Jurusan 
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6. Teruntuk Bapak Prof. Dr. Usman, M.Ag selaku pembimbing yang ikut andil 
dalam penyelesaian skripsi dan Ibu Dr. Hj. Halimah B, M.Ag selaku 
pembimbing dalam penulisan. Terimah kasih kepada bapak dan ibu yang telah 
memberikan bimbingan, dukungan, nasehat dan motivasi dalam kelancaran 
penyusunan skripsi ini. 
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Karena hal itu murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari 
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A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 
dilihat pada table berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ﺍ Alif Tidakdilambangkan Tidak dilambangkan 
ﺏ Ba B Be 
ﺕ Ta T Te 
ﺙ ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ﺝ Jim J Je 
ﺡ ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
ﺥ Kha Kh kadan ha 
ﺩ Dal D De 
ﺫ Zal Ż zet (dengan titik diatas) 
ﺭ Ra R Er 
ﺯ Zai Z Zet 
ﺱ Sin S Es 
ﺵ Syin Sy esdan ye 




ﺽ ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ﻁ ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ﻅ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ﻉ ‘ain ̒ Apostrof terbalik 
ﻍ Gain G Ge 
ﻑ Fa F Ef 
ﻕ Qaf Q Qi 
ﻙ Kaf K Ka 
ﻝ Lam L El 
ﻡ Mim M Em 
ﻥ Nun N En 
ﻭ Wau W We 
ﻩ Ha H Ha 
ء Hamzah ̓̓ Apostrof 
ﻯ Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  ( ̓ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau 




 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َﺍ fatḥah A A 
ِﺍ Kasrah I I 
 ُﺍ ḍammah U U 
  
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َﻱ fatḥahdanyā̓̓ Ai a dan i 
 َﻭ fatḥahdanwau Au a dan u 
  
Contoh: 
ﻒﻴﻛ : kaifa 
ﻝ ﻮﻫ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 






Nama Hurufdantanda Nama 
 َﻱ… /  َﺍ …. Fatḥahdanalifatauyā̓̓ Ā a dangaris di 
atas 
ﻱ Kasrahdanyā Ī i dangaris di 
atas 
ﻭ ḍammahdanwau Ū u dangaris di 
atas 
Contoh: 
 ﺎﻣﺕ  : māta 
ﻰﻣﺭ : ramā 
ﻞﻴﻗ : qīla 
ﺕ ﻮﻤﻳ : yamūtu 
4. Tāmarbūṭah 
Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua yaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah (t). 





Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ﻻﺍ ﺔﺿ ﻭﺭﻝ ﺎﻔﻁ  : rauḍah al-aṭfāl 
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟﺍ ﺔﻨﻳﺪﻤﻟﺍ : al-madīnah al-fāḍilah 
ﺔﻤﻜﺤﻟﺍ  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ﺎﻨﺑﺭ : rabbanā 
ﺎﻨﻴﺠﻧ : najjainā 
ﻖﺤﻟﺍ : al-ḥaqq 
ﻢﻌﻧ : nu”ima 
ﻭﺪﻋ : ‘duwwun 
 Jika huruf  ﻯ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 





ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly) 
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ﻝﺍ (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
( - ). 
Contoh : 
ﺲﻤﺸﻟﺍ : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ﺔﻟ ﺰﻟﺍﺰﻟﺍ : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺍ : al-falsafah 
ﺩﻼﺒﻟﺍ : al- bilādu 
7. Hamzah. 
 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
ﻥﻭﺮﻣﺎﺗ : ta’murūna 




ءﻲﺷ : syai’un 
ﺕﺮﻣﺍ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
 FīẒilāl al-Qur’ān 
 Al-Sunnahqabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 ﷲ ﻦﻳﺩ dīnullāh    ﷲ ﺎﺑbillāh      
Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 




 ﻤﺣﺭ ﻲﻓﻢﻬﻬﻠﻟﺍ ﺔ  hum fīraḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
 Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR).  
contoh: 
 Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 Abū Naṣr al-Farābī 
 Al-Gazālī 




 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
 Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
 Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥāmid Abū) 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahūwata’ālā 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihiwasallam 
a.s.  : ‘alaihi al-salām 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafattahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
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Dalam penelitian ini penulis merumuskan pokok masalah penelitian ialah 
Bagaimana Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota 
Makassar (Studi Kritis Atas Tatanegara Islam), dan sub masalah sebagai berikut, 
Bagaimana Peran Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar, 
Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Masyarakat. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 
ditunjangdengan teknik analisis kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi 
dan pendekatan syar’idi dukung dengan sumber data primer yang berupa hasil 
interview dan sumber data sekunder berupa Undang-Undang, Jurnal, dan Buku-Buku 
Hukum. Adapun teknik pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi dan studi pustaka. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Peran penting partai politik 
dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar yakni sebagai sarana rekrutmen 
bakal calon pemimpin, partai politik juga sebagai wadah atau jembatan yang 
diharapkan dapat menaungi setiap aspirasi masyarakat untuk direalisasikan oleh 
pemerintah. (2) Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di Kota Makassar dianggap 
belum berjalan sesuai dengan tujuan utama dari demokrasi itu sendiri.  
Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Partai politik di Kota Makassar 
sebaiknya lebih memberikan ruang terhadap penyaluran aspirasi masyarakat, selain 
partai politik yang juga sebagai sarana rekrutmen politik seharusnya lebih memberi 
ruang kepada para kader partai yang paham ideologi partai dan mengikuti proses 
rekrutmen dan pendidikan politik yang semestinya dalam ideologi setiap partai di 
Kota Makassar serta meningkatkan pengawasan dan fungsi dari partai politik demi 
menghasilkan kader-kader yang berkualitas yang tidak hanya menginginkan 
kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan umum. (2) Untuk mewujudkan politik 
yang baik diperlukan proses yang ideal dari awal, tanpa praktek Money Politic demi 
terpenuhinya demokrasi yang baik tanpa adanya pihak yang merasa ditindas dari 






A. Latar Belakang 
Islam sebagai suatu agama yang universal, tidak hanya mengatur aqidah 
keagamaan dan keluhuran akhlak yang menjadi dasar masyarakat, tetapi 
membawa syari’at yang jelas lagi adil. Syari’at inilah yang mengatur hubungan 
satu sama lain didalam segala aspek, baik individu, keluarga, masyarakat dan 
hubungan negara Islam olehnya negara lain. 
Dalam Islam konsep negara tidak jauh berbeda namun berdasarkan Al-
Qur’an dan As-Sunnah, agar negara dapat melindungi hidup dan mensejahterakan 
rakyatnya. Banyak para ahli telah menyampaikan pandangan dan teori mereka 
tentang negara. Negara diartikan suatu wujud identitas bangsa atau komunitas 
warga yang mendiami suatu wilayah tertentu, adanya institusi yang diterima, 
adanya sistem yang ditaati dan mengatur tingkatan kekuasaan, serta adanya unsur-
unsur pemerintahan seperti kepemimpinan, pengangkatan menteri, pengangkatan 
panglima, jabatan hakim, petugas sedekah dan dokumen negara serta hukum 
seputar tindak kriminal. Dalam pandangan Islam, negara atau pemerintahan 
merupakan suatu jalan untuk mengatur tata tertib yang baik dan penyebaran misi 
Rahmatan Lil Alamin. 
Negara dalam pandangan Islam adalah sebagai institusi tertinggi yang ada 
dalam masyarakat muslim yang bertujuan untuk menegakkan syari’at secara 
menyeluruh untuk mewujudkan tujuan bersama serta ditaati oleh semua warga 




dan politik bagi keberadaan negara yang ideal oleh sistem seperti nilai keadilan, 
persamaan, musyawarah, toleransi, kebebasan beragama, pluralisme, peraturan, 
amar ma’ruf nahi munkar dan nilai pembebasan.
1
 
Negara dengan populasi muslim terbesar adalah Indonesia yang memiliki 
persentasi  sebesar 13% dari muslim di dunia. Meskipun demikian, Indonesia 
merupakan negara Islam terbesar dunia, Indonesia menganut sistem demokrasi 
yang berasaskan pancasila.Asas-asas pancasila sangat berperan dalam aspek 
kehidupan masyarakat Indonesia yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, 
kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan.Hal tersebut diyakini bisa 
menjadi suatu fondasi untuk mencapai kemakmuran suatu negara. 
Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan  
demokrasi sebagai wujud dari kedaulatan ditangan rakyat. Dalam UUD 1945 
pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut undang-undang”. Jadi konsep kedaulatan di Republik 
Indonesia tidak berdasarkan kedaulatan agama, raja, maupun negara.Jika hal ini 
ditinjau secara konstitusi, walaupun secara nyata pada akhirnya bahwa bangsa 
Indonesia adalah bangsa religius.
2
 
Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi memengandung dua arti; 
Pertama, demokrasi berkaitan tentang sistem pemrintahan atau bagaimana 
caranya rakyat di ikut sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan Kedua, 
demokrasi yang dipengaruhi oleh keadaan cultural histories  suatu bangsa, 
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sehingga muncul istilah memunculkan istilah, demokrasi konstitusional, 
demokrasi rakyat, dan demokrasi pancasila, dan sebagainya.
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Pengertian demokrasi secara harfiah sudah tidak asing lagi, hampir 
sebagian besar umat manusia dimuka bumi ini telah memahami dan 
menghayatinya. Dengan perkataan lain, hal demokrasi sudah menjadi bagian dari 
kebudayaan bangsa-bangsa di dunia ini sehingga berbicara mengenai pengertian 




Negara Indonesia telah menganut sistem pemerintahan demokrasi 
semenjak kemerdekaan tahun 1945, seperti yang telah digambarkan oleh Undang-
Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Sehingga dalam 
menentukan pemimpin harus di pilih oleh rakyat secara langsung. Namun, sistem 
pemerintahan yang di idam-idamkan baru terwujud setelah 59 Tahun Indonesia 
merdeka.Pada pertengahan Tahun 1998, tetapnya di bulan Mei 1998 menandai 
perputaran sejarah Indonesia. Sejarah dunia mencatat gejolak yang terjadi di 
Indonesia, gejolak yang berujung pada jatuhnya Presiden Soeharto, hingga 
menjadi sebuah awal harapan baru.Era dimana sistem pemerintahan yang tertutup 
atau lebih dikenal dengan sebutan Orde Baru, akhirnya tergantikan dengan era 
Reformasi. Era Reformasi membawa angin segar bagi bangsa Indonesia, karena 
pemerintahan yang telah lama di impikan kini menjadi nyata dan terwujud. 
Wujud pemerintahan demokrasi di Era Reformasi merupakan formulasi 
menuju Indonesia baru dengan tatanan baru.Tatanan baru yang memberikan 
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kebebasan dalam bersuara dan menentukan pilihan sehingga mencerminkan ciri 
pemerintahan Indonesia yang demokratis. Kebebasan dalam bersuara dan hak 
untuk memilih pemimpin kini dapat dirasakan dalam prosesi acara pemilu raya. 
Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk 
membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum 
adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan 
rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara di bidang politik.  
Pemilihan Umum sebagai perwujudan demokrasi pancasila didasarkan 
pada pembukaan UUD 1945 aline keempat, menyatakan bahwa “kemerdekaan 
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, 
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang 
berkedaulatan rakyat”. Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan secara 
langsung, dengan tujuan dimana rakyat dapat terlibat langsung untuk memilih 
wakilnya, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan 
memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional 
berdasarkan UUD 1945. Pemilihan Umum di Indonesia pada awalnya ditujukan 
untuk memilih anggota lembaga perwakilan, seperti; DPR, DPRD Provinsi, dan 
DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada Tahun 
2002, pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR 
disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat, sehingga 
pemilihan presiden pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilihan umum, 




Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga dimasukkan 
sebagai bagian dari rezim pemilihan umum, sehingga secara resmi bernama 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat 
Pemilukada. Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh 
penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat, sebelum tahun 
2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di pilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau di singkat dengan Pilkada. 
Pemilihan Kepala Daerah pertama kali diselenggarakan pada pemilihan Kepala 
Daerah Kutai Karta Negara pada tanggal 1 Juni 2005,  adapun Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil kepala yang berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 
tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pertama kali diselenggarakan pada 
Pilkada DKI Jakarta Tahun 2007.
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Pada Tahun 2011, terbit Undang-Undang baru mengenai penyelenggaraan 
pemilihan umum yaitu UU No. 15 Tahun 2011.Didalam Undang-Undang ini, 
istilah yang digunakan adalah pemilihan Gubernur (pilgub), pemilihan kepala 
daerah/bupati (pilkada), dan pemilihan Wali Kota (pilwali). Dalam Pemilihan 
Kepala Daerah, pesertanya adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik. Hal ini tercantum dalam UU No. 32 Tahun 
2004, yang kini telah mengalami perubahan. 
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Idealnya proses pencalonan, dilakukan melalui sistem  dua pintu. Pintu 
pertama melalui partai politik, sedangkan pintu kedua melalui usulan dari 
masyarakat. Pasangan calon yang diusulkan oleh masyarakat ini, umpamanya 
disyaratkan harus mendapat dukungan satu persen dari jumlah pemilih terdaftar.
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Partai politik adalah organisasi yang menjalankan ideologi tertentu atau 
dibentuk dengan suatu tujuan khusus. Dalam sejarah Indonesia, keberadaan partai 
politik di Indonesia diawali dengan didirikannya organisasi Boedi Oetomo (BO), 
pada Tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Soediro Hoesudo. Adapun 
keberadaan BO sudah diakui sebagai perintis organisasi modern yang merupakan 
cika bakal organisasi politik di Indonesia, meskipun pada saat itu BO belum 
mengarah ke politik murni.Disamping itu partai politik merupakan sarana untuk 
menjembatani elit-elit politik dalam upaya untuk mencapai kekuasaan politik 
dalam suatu negara.Partai politik menjadi perbincangan dan wadah diskusi yang 
tidak hanya untuk jadi konsumsi elit politik, akademisi, dan praktisi. Akan tetapi, 
juga sudah menjadi obrolan santai kaum kalangan bawah. Maka sudah seharusnya 
partai politik menjadi sarana partisipasi dalam menyuarakan pendapat serta hak 
menentukan pilihan. 
Dalam sistem politik Indonesia menempatkan partai politik sebagai pilar 
utama penyangga demokrasi. Karena begitu pentingnya peran partai politik maka 
sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan 
mengenai partai politik, sebagaimana peran partai politik tampak dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 2015 yang merupakan revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 
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2014 tentang Pemilihan Kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota.Dengan 
adanya peraturan perundang-undangan di atas diharapkan mampu menjamin 
pertumbuhan partai politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Elit partai 
politik setidaknya menyadari bahwa pemilihan kepala daerah bukan hanya 
sedekar terkait dengan kepentingan partai politik melainkan juga keterlibatan 
rakyat dalam sebuah pesta demokrasi.Terlepas dari menang atau kalah dalam 
kontentasi itu, semua pihak yang terlibat harus bisa menunjukkan bahwa mereka 
telah menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi demokrasi.Diperlukannya 
sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan partai politik yang benar-benar 
berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat. Dengan kondisi partai politik yang 
baik, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekruitmen pemimpin atau proses 
pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. 
Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi 
harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti di ketahui bahwa 
hanya partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengajukan calon 
dalam pemilihan umum. Makna dari itu proses politik dalam pemilihan umum, 
jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi partai 
politik. Pada dasarnya eksistensi partai politik memainkan peran penghubung 
yang sangat strategis antara pemerintahan dan rakyatnya, pemerintah bertanggung 
jawab dalam memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan 
sewenang-wenang yang dapat diwujudkan melalui eksistensi partai politik. 
Melihat kondisi yang terjadi saat ini, eksistensi partai politik dalam pesta 




karenakan masih ada masyarakat yang memiliki pandangan negatif,sehingga 
peyelenggaraan pemilihan umum masih jauh dari kata menyeluruh dari rakyat dan 
kepada rakyat. Kesan partai politik di masyarakat memang tidak terlalu baik, 
masyarakat tidak merasa dekat dengan partai politik. Hal ini ditunjukkan 
berdasarkan survey indobarometer yang mencatat 62% masyarakat tertutup 
terhadap partai politik,tingkat kepercayaan publik hanya 52,9% terhadap partai 
poltik. Selain itu rakyat juga meragukaan kredibilitas kinerja partai politik, 
sehingga partai politik yang seharusnya menjadi wadah penyampaian aspirasi 
rakyat menjadi kurang diakui. 
Adapun cara pandang masyarakat suatu bangsa pasti akan mengalami 
perubahan dan perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Banyak hal yang 
menjadi faktor penyebab perspektif masyarakat mengenai suatu hal dalam 
kehidupan. Penilaian akan selalu berbeda, karena pengetahuan dan pengalaman 
juga memiliki pengaruh kuat pada masyarakat dalam hal berpikir. Kalaupun saat 
ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap partai politik, bukan berarti 
lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan.Tetapi 
alangkah lebih baiknya jika sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat, partai 
politik lebih bekerja keras untuk mengembalikan citra atau eksistensi mereka 
dalam pandangan masyarakat. 
Suara partai adalah suara rakyat, dengan kehadiran partai politik 
diharapkan suara partai dapat mewakili suara rakyat.Dalam konteks ini, partai 
politik membuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin bangsa, 




maka partai politik memiliki peran yang penting dalam pemilihan umum.Salah 
satunya yaitu pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 
langsung. 
Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat 
yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat 
dicalonkan baik dari partai politik atau gabungan partai politik yang merupakan 
peserta pemilihan umum dan mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD 
dan atau memperolah dukungan suara dalam pemilihan umum legislatif dalam 
jumlah tertentu. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan saja 
berpengaruh bagi masa depan sebuah partai politik melainkan juga kepemimpinan 
lokal di masa depan. Sekaligus ajang pembuktian sejauh mana partai politik eksis 
dan berperan melahirkan kepemimpinan lokal. 
Pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan secara serentak kini 
menjadi sebuah momentum yang harus diikhtiarkan oleh seluruh partai politik, 
maka peluang untuk eksis dan berperan aktif dapat diwujudkan dalam pesta 
demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Penyelenggaraan 
pemilihan kepala daerah secara serentak merupakan agenda wajib politik nasional 
yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2017. 
Pemilihan serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 menjadi pesta 
demokrasi yang ketiga dalam menentukan dan memilih pemimpin lokal. 
Pemilihan serentak ini akan digelar di 171 daerah di Indonesia, diantaranya yaitu 








Pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2018 juga akan digelar di 
provinsi sulawesi selatan yang akan dilaksanakan pada Juni 2018 mendatang. 
Pilkada seretak ini juga akan digelar pada 12 kabupaten dan kota, termasuk 
pemilihan Gubernur. Dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur (pilgub) 
2018 di sulawesi selatan tidak terlepas dari peran dan partisipasi aktif partai-partai 
politik sebagai wujud eksistensi partai politik dalam pesta demokrasi. Selain itu 
ada 11 partai politik yang akan turut andil dalam pencalonan pasangan Gubernur 
dan wakil Gubernur dari 4 pasangan calon yang terdaftar. Momen ini akan 
menjadi bukti dan peluang untuk menunjukkan eksistensi dan partisipasi partai-
partai politik. 
Berdasarkan peninjauan dan pemaparan latar belakang permasalahan di 
atas, maka perlu diadakannya suatu penelitian terkait bagaimana eksistensi dan 
partisipasi partai politik dalam pemilihan umum khsusunya pemilihan kepala 
daerah di kotaMakassar. Selain itu, perlu juga ditinjau mengenai pandangan-
pandangan masyarakat terhadap keberadaan partai politik. 
Dengan demikian, penulis mencoba mengkaji dan melakukan penelitian 
yang berjudul: “Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di 
Kota Makassar (Studi Kristis Tatanegara Islam)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi 
masalah pokok dalam penulisan skripsi ini adalah “Bagaimana keterlibatan partai 
politik dalam pemilihan kepala daerah di kota Makassar” dengan sub-sub masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Kota 
Makassar? 
2. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Makassar? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian 
1. Fokus Penelitian 
1) Partisipasi Politik 
2) Partai Politik 
3) Pemilihan Umum 
4) Hukum Tatanegara Islam 
2. Deskripsi Fokus Penelitian 
a. Partisipasi politik 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi adalah turut berperan 
serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, atau peran serta. Dapat juga 
didefenisikan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta 
fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan serta mendukung 
pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. 
Partisipasi politik berfungsi dalam mempengaruhi proses pembuatan dan 




Kegiatan yang dimaksud antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, 
melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksaan suatu 
kebajikan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, 
mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan 
umum. 
b. Partai Politik 
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik 
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarka Pancasila dan UUD 1945.
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c. Pemilihan Umum (Pemilu) 
Pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh 
rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat). Dalam UU No. 8 Tahun 2012 
Pasal 1 ayat (1) pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pemilukada merupakan bentuk pemilihan yang dilakukan untuk memilih 
kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh 
penduduk daerah  setempat yang memenuhi syarat. 
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d. Tatanegara Islam 
Tatanegara Islam merupakan aturan tentang organisasi Negara Islam yang 
berasaskan Al-Qur’an dan Hadist sebagai landasan dalam menjalankan organisasi 
negara.  
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Partisipasi Politik Dalam Kamus Besar 
BahasaIndonesia partisipasi adalah 
turut berperan serta dalam suatu 
kegiatan, keikutsertaan, atau peran 
serta.Dapat juga didefenisikan bahwa 
partisipasi adalah suatu keterlibatan 
mental dan emosi serta fisik peserta 
dalam memberikan respon terhadap 
kegiatan serta mendukung pencapaian 
tujuan dan bertanggung jawab atas 
keterlibatannya. 
Partisipasi politik berfungsi 
dalam mempengaruhi proses 
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan 
umum dan ikut menentkan pemimpin 
pemerintah. Kegiatan yang dimaksud 
antara lain, mengajukan tuntutan, 




keputusan, mengajukan kritik dan 
koreksi atas pelaksaan suatu kebajikan 
umum, dan mendukung atau menentang 
calon pemimpin tertentu, mengajukan 
alternatif pemimpin, dan memilih wakil 
rakyat dalam pemilihan umum. 
Partai Politik Partai politik adalah organisasi 
yang bersifat nasional dan dibentuk 
oleh sekelompok warga negara 
Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 
memperjuangkan dan membela 
kepentingan politik anggota, 
masyarakat, bangsa dan negara, serta 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarka 
Pancasila dan UUD 1945. 
Pemilu Pemilihan umum adalah 
pemilihan yang dilakukan serentak oleh 
seluruh rakyat suatu negara (untuk 
memilih wakil rakyat). Dalam UU No. 
8 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) 




pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pemilukada merupakan bentuk 
pemilihan yang dilakukan untuk 
memilih kepala daerah dan wakil 
kepala daerah secara langsung di 
Indonesia oleh penduduk daerah 
setempat yang memenuhi syarat. 
Tatanegara Islam Tatanegara Islam merupakan 
aturan tentang organisasi Negara Islam 
yang berasaskan Al-Qur’an dan Hadist 
sebagai landasan dalam menjalankan 
organisasi negara.  
 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari 
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana 
penelitian, sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan kajian 
terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun 




1. H. Rozali Abdullah, Dalam bukunya Pelaksanaan Otonomi Luas dengan 
pemilihan kepala daerah secara langsung (2011). Adapun isi bukunya 
menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh serta 
pemilihan kepala daerah secara langsung sesuai dengan apa yang telah 
diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang 
sebelumnya di atur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang pelaksanaannya 
dianggap telah menimbulkan dampak negatif, antara lain tampilnya kepala 
daerah sebagai raja-raja kecil di daerah karena luasnya wewenang yang 
dimiliki, serta tidak jelasnya hubungan hierarkis dengan pemerintahan di 
atasnya. Adapun ketentuan-ketentuan yang di atur dalam UU No. 32 
Tahun 2004 sama dengan yang di atur dalam UU No. 22 Tahun 1999. 
Hanya saja pada UU No. 32 Tahun 2004 mempertegas hal-hal yang diatur 
dalam UU No. 22 Tahun 1999, guna menutupi kelemahan-kelemahan yang 
terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999. Sebaliknya penulis membahas 
mengenai pemilukada Kota Makassar tahun 2018 tentang peran aktif partai 
politik dalam pengusungan calon kandidat kepala daerah dan wakil kepala 
daerah dan respon masyarakat tentang keberadaan partai politik dalam 
sistem demokrasi. 
2. Haw. Widjaja dalam bukunya yang berjudul Penyelenggaraan Otonomi Di 
Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Cet. IV. Tahun 2013). Buku ini berisikan tentang 
bagaimana peran dan keberadaan partai politik dalam undang-undang 




partisipasi yang mencakup semua kegiatan sukarela dimana seorang turut 
secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. 
Selanjutnya penulis membahas mengenai peran penting dari keberadaan 
sebuah partai politik di tengah masyarakat yang memiliki pandangan 
negatif terhadap partai politik yang dianggapnya sebagai ajang atau batu 
loncatan untuk sebuah kursi kekuasaan.  
3. Abdul Azis Hakim dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum dan 
Demokrasi Di Indonesia (Cet. II, Tahun 2015). Dalam buku ini  
menjelaskan bahwa dalam negara apapun juga konsep negara hukum tetap 
menjadi dambaan seluruh rakyat, akan tetapi kemungkinan dalam 
penerapannya harus menyesuaikan alam dan kultur yang ada dalam sebuah 
negara, baik itu merupakan negara Islam maupun bukan negara Islam. 
Penulis membahas tentang demokrasi, peran partai politik, partai politik 
islam dalam ketatanegaraan dan bagaimana partai politik dapat 
menjalankan perannya aktifnya dalam menampung aspirasi masyarakat 
dalam pengambilan kebijakan pemerintahan. 
4. Ni’Matul Huda, Dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara 
Indonesia (ed. Revisi, Cet. 10, Tahun 2015). Buku ini membahas tentang 
masalah hukum tata negara Indonesia pascareformasi dan perubahan UUD 
1945. Selain itu hukum tata negara ialah segala sesuatu mengenai 
organisasi negara, hubungan penduduk dengan negara, pemilihan umum, 
kepartaian, cara menyalurkan pendapat dari rakyat, wilayah negara, dasar 




mengenai peran aktif partai politik dalam memeriahkan pesta demokrasi 
dan tujuan utama penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta 
pandangan masyarakat terhadap keberadaan partai politik yang semakin 
berkembang pesat. 
5. Muhammad Nur, Dalam Tesisnya yang berjudul Partai Politik Islam dalam 
Sistem Ketatanegaraan (Telaah Atas Peran Partai Politik Islam dalam 
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Makassar) Tahun 2015. 
Dalam karyanya membahas tentang bagaimana peran partai politik Islam 
dalam mensejahterakan masyarakat Kota Makassar, serta tujuan dari 
pembentukan sebuah partai politik itu sendiri. Sebaliknya penulis 
membahas tentang peran partai politik dalam pemilukada Kota Makassar 
serta pandangan masyarakat tentang keberadaan partai politik yang eksis 
pada tiap pesta demokrasi di gelar.  
6. Usman Jafar, Dalam jurnal Islam dan Politik (al-daulah Vol. 6 / 01 / Juni 
2017) yang membahas mengenai sistensi antara agama, negara dan 
pemikiran politik Islam. Selanjutnya penulis membahas tentang peran 
partai politik, pandangan masyarakat dan partai politik Islam dalam 
Ketatanegaraan Indonesia. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 





b. Mendeskripsikan terkait dengan pemilihan kepala daerah di Kota 
Makassar. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis penulis skripsi ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan tentang peran aktif partai politik atau gabungan partai politik dalam 
mengusulkan calon pasangan kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah 
dan wakil kepala daerah serta tatacara pemilihan kepala daerah menurut undang-
undang yang berlaku. 
b. Kegunaan Praktisi. 
1) Memberikan informasi dan pengetahuan bahwa adanya peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan 
pemilihan umum dan undang-undang tentang pemilihan kelapa 
daerah. 
2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah 
khususnya masyarakat dalam menyuarakan hak pilihnya untuk 
memilih wakil rakyat yang sesuai dengan aturan perundang-
undangan. Sehingga tidak lagi menimbulkan efek negatif bagi 







A. Pengertian Partisipasi Politik 
1. Partisipasi Politik 
Partisipasi atau lebih dikena dengan istilah keikutsertaan atau berperan 
aktif dalam suatu organisasi baik dalam organisasi kepartaian, pemilihan kepala 
daerah umum, atau dalam sebuah kegiatan musyawarah. Seseorang dapat 
dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan apabila seseorang benar-benar 
terlibat pada kegiatan tersebut dalam menyalurkan pikiran dan pendapat. 
Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah 
yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya 
dengan negara-negara yang sedang berkembang. Secara umum partisipasi politik 
dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok 
orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan 
memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 
kebijkanan pemerintahan (public policy).1 
Dalam kegiatan berpolitik yang mencakup tentang partisipasi politik maka 
perlu suatu cara untuk dapat menyalurkan bentuk partisipasinya. Konsep 
partisipasi politik terbagi atas tiga dimana ada seorang aktivis yang terdiri dari 
                                                          
1Mariam Budiarjo, Partisipasi dan Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 





partai/kelompok kepentingan aktif dalam proyek-proyek sosial dan pengamat, 
orang menghadiri rapat umum anggota kelompok kepentingan dan yang berusaha 
menyakinkan orang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, kemudian 
mendiskusikan masalah politik serta memperhatikan pada perkembangan politik. 
Selain itu partisipasi politik juga merupakan kegiatan warganegara yang 
bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan dapat mempengaruhi 
keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah. Maka dari itu di beberapa 
negara demokratis pada umumnya akan dianggap lebih baik jika banyak 
masyarakat yang terlibat langsung dalam berpartisipasi. Karna hal ini akan 
menjadi tolak ukur dimana dengan tingginya partisipasi itu menunjukkan bahwa 
warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri 
dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya jika tingkat partisipasi rendah akan 
dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan sebagai bahwa banyak 
warga negara yang tidak menaruh perhatian terhadap permasalahan negaranya.  
2. Partai Politik 
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik 
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.2 
                                                          
2Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. 
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Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok 
yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan 
cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan 
politik dan merebut kekuasaan politik (biasanya dengan cara konstitusional) untuk 
melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. 
Di Indonesia pada saat ini peran partai politik terlihat sangat dominan 
dalam menentukan kebijakan-kebijakan negara yang tertuang pada undang-
undang, salah satunya adalah dengan disahkannya revisi terhadap Undang-
Undang pemerintahan daerah Nomor 22 tahun 1999 menjadi undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah oleh DPR-RI dan sekaligus 
merekomendasikan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung 
dimulai Juni 2005. 
Di dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan 
khususnya pada pasal-pasal tentang pilkada, terlihat jelas peran partai politik 
masih cukup dominan, sebagaimana dapat dilihat pada pasal-pasal di bawah ini.3 
1. Pasal 56 ayat 2: pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik 
2. Pasal 59 ayat 2: partai politik atau gabungan partai politik yang dapat 
mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan 
sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari 
                                                          
3Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, h.118-119. 
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akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah 
yang bersangkutan.  
3. Pasal 59 ayat 3: partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka 
kesempatan seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan dan selanjutnya 
memproses bakal calon melalui mekanisme yang demokratis dan 
transparan. 
4. Pasal 59 ayat 4: dalam proses penetapan pasangan calon partai politik atau 
gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan 
masyarakat. 
5. Pasal 59 ayat 6: partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat 
mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat 
diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. 
Partai politik memiliki peran penting dalam pembangunan dimana sesuai 
dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, tidak dapat di 
pungkiri bahwa selain berjalan sesuai deangan aturan yang ada partai politik juga 
memiliki beberapa fungsi tertentu, dalam salah satu fungsinya sebagai sarana 
komunikasi politik. Komunikasi politik ini memiliki arus informasi yang bersifat 
dua arah, artinya berjalan dari atas kebawah dan dari bawah keatas. Artinya 
kedudukan partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara mereka yang 
memerintah dengan mereka yang diperintah. 
Namun muncul kekhawatiran mengenai perekritan “calon independen” 
yang hanya boleh masuk pencalonan melalui partai politik karena pengaturan 
tentang penjaringan independen mekanismenya diatur oleh partai politik dan 
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gabungan partai politik. Mekanisme pilkada yang menempatkan calon melalui 
dukungan partai politik bagimanapun belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai 
demokrasi. Karena kedaulatan rakyat merupakan esensi demokrasi menjadi 
tereduksi oleh partai politik yang berperan sebagai mediator dalam pilkada. 
Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses 
demokratisasi. Selain sebagai struktur kelembangaan politik yang anggotanya 
bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik adalah 
sebagai wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan 
implememtasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk 
melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik melalui 
partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat 
disalurkan secara teratur. 
Terkait dengan partai politik adalah sistem kepartaian yang berbeda pada 
setiap negara: ada sistem satu partai (one party system), sistem dwipartai (two 
party system), dan banyak partai (multiparty system).4 
a. Sistem Satu Partai 
Sistem ini sama seperti tak ada partai politik, karena hanya ada satu partai 
untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam sistem ini, aspirasi rakyat kurang 
berkembang, segalanya ditentukan oleh satu partai tanpa adanya partai lain, baik 
sebagai saingan maupun sebagai mitra. Partai tunggal tersebut adalah partai yang 
mengendalikan pemerintahan (the ruling party). 
 
                                                          
4Ubaedillah, Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education, h. 84. 
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b. Sistem Dwipartai 
Sistem ini adalah sistem dua partai sebagai wadah penyalur aspirasi 
rakyat. Seperti di AS, ada Partai Republik dan Partai Demokrat. Adakalanya, 
sistem kepartaian di Inggris dan Australia di golongkan sebagai sistem dwipartai, 
walaupun sebenarnya terdapat lebih dari dua partai, partai-partai lainnya bisa ikut 
dalam struktur pemerintahan jika berkoalisi dengan partai besar, yaitu salah satu 
dari dua partai yang berpengaruh dan banyak pendukungnya. 
c. Sistem Banyak (Multi) Partai 
Sistem ini terdiri dari lebih dua partai. Negara yang menganut sistem 
multipartai antara lain Jerman, Perancis, Jepang, Malaysia, dan Indonesia. Dalam 
sistem multipartai, jika ada partai yang meraih suara mayoritas, maka dibentuk 
pemerintahan koalisi yang terdiri banyak partai politik. 
B. Partai Politik dalam Persfektif Islam. 
Islam dan politik memiliki hubungan yang erat dalam bentuk relasi secara 
fungsional. Dalam bentuk hubungan yang demikian, Islam berfungsi sebagai salah 
satu aspek yang penting dalam kehidupan sosial umuat manusia, sebagai doktrin, 
Islam memperkenalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan politik. 
Konsep pemimpin. Misalnya, dapat di pahami bahwa dalam suatu masyarakat 
diperlukan suatu pemerintaha. Begitu juga dengan kata musyawarah, yang 
awalnya berbentuk konsep musyawarah merupakan salah satu bentuk 
pengambilan keputusan yang demokratis. Sedangkan ungkapan baldah tayyibah 
wa rabb gafur merupakan ciri negara yang ideal dalam pandangan Islam. Dari 
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sunnah Rasulullah dikenal konsep-konsep imamah (pemimpin), umara’ (bentuk 
jama’ dari ami’r, seorang penguasa) dan ra’in (pemimpin). Interpensi politis dan 
implementasi dari doktrin-doktrin semacam ini menyebabkan Islam dipahami 
sebagai suatu simbol politik dan ideologi politik.5 
Jika politik dipandang sebagai kekuasaan maka kehidupan politik dapat 
diklasifikasikan dalam tiga hal pokok, yaitu pertama sebagai sumber kekuasaan 
kedua sebagai distribusi kekuasaan dan ketiga sebagai pelaksanaan kekuasaan. 
Dalam Islam, sumber kekuasaan diyakini berasal dari Allah swt. kekuasaan itu 
kemudian diberikan kepada manusia secara umum sebagai wakil Allah swt dan 
kepada seseorang yang dikehendakinya. Jika Allah memiliki kekuasaan absolut 
maka manusia (masyarakat) dan perorangan (individu) adalah pemegang 
kekuasaan yang terbatas, termasuk kekuasaan politik yang diperolehnya melalui 
sunnatullah (pemberian Allah).6 
Islam mengakui tiga macam sumber kekuasaan, yaitu Allah swt, 
masyarakat, dan perorangan (individu). Sedangkan mengenai distribusi kekuasaan 
dan pelaksanaan kekuasaan, hal itu merupakan rekayasa manusia. Berkenaan 
dengan itu Islam mempunyai beberapa konsep etika yang perlu diperhatikan 
seperti keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Jadi selain berfungsi sebagai 
ideologi politik, Islam juga berfungsi sebagai etika politik.7 
                                                          
5Shaleh Putuhena, Histografi Haji Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: PT. Lkis, 2007), h. 257. 
6Hasan Sho’ub, Islam dan Revolusi Pemikiran (Cet. I; Surabaya: Risalah Gust, 1997), h. 
153.  
7Hasan Sho’ub, Islam dan Revolusi Pemikiran, h. 158. 
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Islam dan politik mempunyai titik singgung yang erat, bila keduanya 
dipahami sebagai sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara 
menyeluruh, Islam tidak hanya dijadikan kedok untuk mencapai kepercayaan dan 
pengaruh dari masyarakat semata. Politik juga tidak hanya dipahami sekedar 
sebagai sarana menduduki posisis dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan 
atau pemerintah, hanya akan mengaburkan tujuannya secara luas dan menutup 
kontribusi Islam terhadap politik secara umum. Sering dilupakan bahwa Islam 
dapat menjadi sumber inspirasi kultural dan politik, pemahaman terhadap politik 
secara luas akan memperjelas korelasinya dengan Islam.8 
Dalam konteks Indonesia, korelasi Islam dan politik juga menjadi jelas 
dalam penerimaan pancasila sebagai satu-satunya asas. Ini bukan berarti 
menghapus cita-cita Islam dan melenyapkan unsur Islam dalam peraturan politik 
di tanah air. Sejauh mana Islam mampu memberikan inspirasi dalam pencaturan 
politik, bergantung pada sejuah mana kalangan muslim mampu tampil dengan 
gaya baru yang dapat mengembangkan kekayaan pengetahuan sosial dan politik 
untuk memetakan dan menganalisis transformasi sosial yang ada.9 
Dalam ajaran Islam, pemenuhan keadilan dan kesejahteraan merupakan 
keharusan bagi suatu pemerintah yang tak perlu berlabel Islam yang didukung 
oleh masyarakat. Rasulullah sendiri sebenarnya memberikan isyarat, bahwa 
kekuasaan memang bukan tujuan dari politik kaum muslimin. Rasulullah sendiri 
mencanangkan usaha perbaikan budaya atau perlurusan pengelolaan kekuasaan 
                                                          
8Saleh Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial (cet. IV; Yogyakarta: PT. Lkis, 2004), h. 201. 
9Saleh Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, h. 202. 
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dan menghimpun kaum muslimin terutama ulama dan para elit politiknya untuk 
menjadi moralis politik.10 
Peran ini sangat bergantung pada ketulusan pandangan para elit Islam 
sendiri, kedalaman memahami Islam secara utuh, sekaligus keluasan cakrawala 
orang diluar kekuasaan politik Islam dan untuk melihat potensi dan kekuasaan 
moral Islam, dalam mengarahkan proses kehidupan bangsa guna mencapai 
keadilan dan kesejahteraan yang dicita-citakan. Memang upaya ini tidak begitu 
mudah, karena masih cukup banyak kendala di kalangan kaum muslimin. 
Membicarakan Islam sebagai bagian organik dari sebuah sistem politik, 
mau atau tidak, harus mengaitkannya dengan relasi-relasi yang lain bukan saja 
bersifat kompleks dan multikultural tetapi juga bersifat secara dinamis dan terus-
menerus. Pemikiran ini menuntut adanya bentuk penafsiran yang lebih terbuka 
dan kreatif terhadap suatu doktrin agama terkait dengan dimensi-dimensi sosial 
politik. Hal ini dilakukan agar ajaran agama tidak justru melihat kemampuan 
agama itu dalam menampung dan merespon tantangan-tantangan kehidupan dan 
pergumulan pemikiran umat manusia yang terus berubah. 
Islam tidak lagi hanya semata-mata dilihat dari persfektif sejarah masa 
lalu, ia juga harus ditampilkan dalam latar kemoderatan dengan interaksi-interaksi 
sosial, budaya, politik dan peradaban modern yang lebih kompleks. Argumen ini 
dikemukakan karena Islam bukan tampil untuk kurun waktu dan tempat tertentu 
saja, Islam hadir untuk menjadi penjelas bagi umat manusia di seluruh zaman. 
Konsekuensinya, Islam harus selalu mampu berdialog dengan peradaban apapun, 
                                                          
10Muhammad Syahrur, Tirani Islam: Geneologi Masyarakat dan Negara, h. 193. 
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kapanpun, dan dimanapun. Karena itu pesan Islan khususnya yang berkaitan 
dengan masalah-masalah sosial politik tidaklah bersifat monolitik, Islam dapat 
dikatakan sebagai agama yang membuka dirinya bagi perubahan-perubahan 
melalui ijtihad. Inilah salah satu keistimewaan Islam baik sebagai agama maupun 
sebagai fenomena sosial politik, baik secara historis maupun secara sosiologis.11 
Sejarah telah mencatat bahwa salah satu karakteristik agama Islam pada 
Masa awal kepemimpinannya, ialah kejayaan di bidang politik. Penuturan sejarah 
Islam di penuhi oleh kisah kejayaan sejak Nabi Muhammad saw sendiri (periode 
Madinah) sampai masa-masa jauh sesudah beliau wafat, terjalin dengan kejayaan 
di bidang politik itu dibarengi juga dengan kejayaan di bawa pimpinan para 
sahabat Nabi. Kenyataan sejarah tersebut menjadi dasar bagi adanya pandangan 
yang merata di kalangan para ahli dan kalangan awam, baik muslim maupun 
bukan muslim. Bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan, 
kendati demikian sejarah mencatat dengan penuh kesedihan bahwa perpecahan, 
pertentangan, bahkan pertumpahan darah dalam tubuh umat Islam terjadi karena 
persoalan politik. Perbedaan pandangan tentang hakikat hubungan agama dan 
politik dalam Islam itu berlanjut terus menerus sampai sekarang. 12 
Dari konteks politik, Islam juga nampaknya tidak bisa mengelak dari 
perubahan-perubahan itu. Munculnya Islam sebagai suatu ideologi misalnya, 
sesungguhnya tidak terlepas dari tuntutan politis dan sosio kultural dalam kondisi 
kesejahteraan tertentu. Perjalanan sejarah Islam menunjukkan bahwa tantangan 
                                                          
11Mudhorif Abdullah, Masail AL-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontenporer (Cet, I; 
Yogyakarta: Trans: 2011), h. 127. 




yang berbeda telah menghasilkan respon yang berbeda pula, dari sini diasumsikan 
bahwa suatu ekspresi politis dari umat Islam tidak akan tetap sama jika mereka 
dihadapkan pada kondisi sosial politik yang berbeda.13 
Islam yang sifatnya universal dan multi tafsir perlu penafsiran tunggal 
mengenai kerangkah pikir politik Islam itu sendiri agar tujuan daru politik Islam 
tercapai yaitu mensejahterahkan masyarakat. Adapun hubungan Islam dan 
demokrasi terdapat dua problem, pertama problem filosofi yakni jika klaim 
agama terhadap pemeluknya sedemikian total, maka akan menggeser ekonomi 
dan kemerdekaan manusia yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. 
Kedua problema histories sosiologis yakni ketika kenyataan peran agama yang 
tidak jarang digunakan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan politiknya.14 
Menurut Abdurrahman Wahid, bahwa nilai demokrasi ada yang bersifat 
pokok dan ada yang bersifat derivasi atau lanjutan dari yang pokok. Menurutnya 
ada tiga nilai pokok demokrasi yaitu, keadilan, kebebasan dan musyawarah.15 
Keadilan merupakan landasan demokrasi dan peluang bagi semua orang untuk 
mengatur kehidupannya sesuai dengan keinginannya. Kebebasan yang 
dimaksudkan adalah kebebasan individual di hadapan kekuasaan negara, atau hak-
hak individu sebagai warga negara dan hak kollektif dari masyarakat, sedangkan 
musyawarah merupakan suatu bentuk cara memelihara kebebasan dan 
                                                          
13M. Bambang Pranowo, Dinamika Politik Islam di Indonesia, “Jurnal Ulumul Qur’an”, 
II, No. 1, 1992,  h. 6. 
14Usman Jafar, Islam dan Politik, “Jurnal Al-Daulah”,  6, no. 1, Juni, 2017,  h. 81. 




memperjuangkan keadilan lewat jalur permusyawaratan.16 Dalam al-Quran pun 
dijelaskan tentang musyawarah pada QS. Ali Imran/3 : 159 
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Terjemahnya : 
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”17 
 
Gagasan demokrasi pada intinya menganut dasar kesetaraan manusia, 
sehingga hak-hak individu dapat terjamin kebebasannya. Menurut Nurcholish 
Madjid, demokrasi sebagai suatu ideologi, tidak hanya karena pertimbangan-
pertimbangan prinsip yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu dibenarkan dan 
didukung semangat ajaran Islam, tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan 
permainan politik yang terbuka.18 
Partai politik merupakan hasil pemikiran dari al-Qur’an dan hadis 
begitupun dengan konstitusi sebagai alat kontrol suatu institusi partai agar tidak 
keluar dari mekanisme yang telah ditentukan yang disebut dengan tatanan teoritis. 
                                                          
16Usman Jafar, Islam dan Politik, “Jurnal Al-Daulah”,  6, no. 1, Juni, 2017,  h. 81. 
17Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. 
Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 90. 
18Nurcholish Madjid, Agama dan Negara dalam Islam: telaah atas Fiqh Siyasa Sunni 
dalam Budhy Munawar Rahman (ED), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Cet. II 
(Jakarta: Paramadina, 1995), h. 19.   
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Adapun tatanan empirisnya yaitu partai politik sebagai wadah untuk menyatukan 
serta menyalurkan aspirasi politik masyarakat secara umum.  
Partai politik Islam adalah media untuk menyampaikan gagasan-gagasan, 
tujuan dan visi misi yang sama berasal dari kalangan umat Islam, sedangkan 
paradigma berfikir dalam rangka untuk memperoleh kekuasaan tersebut murni 
merupakan paradigma berfikir secara politik. 
Selanjutnya dengan melihat kondisi sepintas negara-negara yang saat ini 
dikenal sebagai negara Islam, dapat dikemukakan bahwa adanya variasi dalam 
konsep Islam sebagai dasar negara. Saudi Arabia misalnya adalah kerajaan Islam 
yang diperintah dengan sistem monarki yang turun temurun. Libya di 
proklamirkan oleh Kolonel Khadafi sebagai sebuah negara sosial Islam. Iran yang 
dinyatakan sebagai Republik Islam yang mencoba menerapkan sistem demokrasi 
parlementer ala barat.19 
Beberapa contoh variasi diatas sebagian dapat dihubungkan dengan 
kenyataan tidak pernah adanya konsensus diantara para ulama dalam interpretasi 
mereka atas ajaran maupun sejarah Islam yang digunakan sebagai dasar dalam 
membangun suatu sistem Islam. Sekalipun begitu, al-Qur’an memberikan 
petunjuk berupa prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum tentang sistem 
pemerintahan. Dalam soal ketatanegaraan dan pemerintahan, ada sejumlah ayat 
yang bisa dianggap sebagai prinsip-prinsip tersebut, antara lain: prinsip 
                                                          
19M. Bambang Pranowo, Dinamika Politik Islam di Indonesia, “Jurnal Ulumul Qur’an”, 
Vol II, No. 1, 1992, h. 6. 
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musyawarah (syura), keadilan, prikemanusiaan, persamaan, kebebasan beragama 
dan persatuan.20 
Berbeda dengan demokrasi di Barat, di dunia Islam lahir konsepsi dan 
aplikasi musyawarah. Hal ini dapat dilihat pada masa Nabi sebagai “Rais al-Din 
dan Rais al-Bilad di negara Madinah “musyawarah sebagai prinsip kenegaraan 
dan aturan dalam sistem pemerintahan”21 yang begitu intern dipraktekkan 
Rasulullah SAW., sebagaimana tersirat dalam sebuah riwayat :  
  ِﻪِﺑ ﺎَﺤْﺻِﻻ ٍﺓَﺭْﻮُﺸَﻣ ََﺮﺜَْﻛﺃ ًﺍﺪََﺣﺃ ُﺖَْﻳﺃَﺭ ﺎَﻣ : َﻞَﻗ ُﻪْﻨَﻋ ُ ﱠf َﻲِﺿَﺭ ﺓﺮﻳﺮﻫ ﻮَﺑﺃ ْﻦَﻋ
 ْﻦِﻣ  .ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ fّ ّﻰﻠﺻ ﱠf ِﻝْﻮُﺳَﺭ  
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah ra dia berkata : “saya tidak pernah melihat 
seseorang yang paling sering melakukan musyawarah selain dari 
Rasulullah SAW”.22 
 
Tradisi musyawarah dipraktekkan pula oleh para sahabat, khususnya para 
khulafa al Rasyidin pada masa kepemimpinan mereka, yang mengalami 
perkembangan yang cukup signifikan. 
Namun dalam lintasan sejarah perjalanan selanjutnya yakni sejak 
pergantian sistem pemerintahan dari khilafah ke sistem kerajaan (monarki) yang 
didasarkan atas factor geneologis, semangat dan praktek musyawarah ini 
mengalami kemandekan. Sistem pemerintahan semacam ini tidak banyak 
memberi kesempatan untuk mengembangkan konsep syura yang menjadi 
                                                          
20Mudhorif Abdullah, Masail AL-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer, h. 131. 
21Harun Nasution , Islam Rasional (Bandung :Mizan, 1996), h. 27. 
22Al-Tirmidziy, Jami al-Shalih- Sunan al-Tirmidzi, IV (t.t.: Mustafā Al-Babī Al-Halabī, 
1962 M), h. 214. 
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cerminan suara masyarakat.23 Islam melalui bahasa wahyu al-Qur’an 
menggunakan istilah Syura/Musyawarah, yang dijadikan sebagai landasan utama 
dalam kemasyarakatan. Yang luas, secara tegas dalam QS. Al-Syura/42: 38 
menyatakan : 
tÏ%©! $# uρ (#θç/$yf tGó™$# öΝ ÍκÍh5tÏ9 (#θãΒ$s% r&uρ nο4θn=¢Á9 $# öΝ èδãøΒ r&uρ 3“ u‘θä© öΝæη uΖ ÷t/ $£ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈uΖ ø%y—u‘ 
tβθà)ÏΖãƒ ∩⊂∇∪     
 
Terjemahnya : 
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 
berikan kepada mereka”.24 
 
Kata “Syura”dalam ayat tersebut merupakan kata kunci yang harus 
ditempuh oleh seseorang dalam berbagai urusan, dan prinsip ini sepenuhnya 
dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau baik sebagai pribadi 
maupun sebagai pimpinan dari anggota masyarakat suatu negeri dan prinsip ini 
juga dipraktekkan oleh para sahabat, khulafau al-Rasyidin dan penguasa muslim 
seterusnya.25 
Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang membicarakan musyawarah 
yakni. QS. Al-Syura/42:38 dengan menggunakan term syura (ﻯﺭﻮﺷ ), dan Q.S. Ali 
Imran/3: 159 menggunakan term syawir (ﺭﻭﺎﺷ).26 Ayat 38 surah Al-syura adalah 
                                                          
23Dudung Abdullah, Permusyawaratan Dalam Persfektif Al-Qur’an, “Jurnal Al-Daulah”, 
5, no. 2 Desember, 2016, h. 316. 
24Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. 
Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 393. 
25Nurcholis madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta : Paramadina, 1992), h. 24. 
26Muhammad Fuad Abd. Al-Baqiy, al-Mu’jam al-Mufahras Li alfāzh al-Qur’ān al-Karīm 
(Beirut : Dār al-Fikr, 1987), h. 391. 
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yang pertama kali diturunkan dan termasuk kelompok ayat/surah Makkiyah 
sedang ayat lain termasuk kelompok ayat/surat Madaniyah atau setelah Rasulullah 
hijrah ke Madinah.  
Dengan melihat beberapa pernyataan al-Qur’an dan Hadis tentang 
musyawarah yang bisa dijadikan landasan hukum, menunjukkan musyawarah 
memiliki peranan yang penting dan strategis di dalam kehidupan sosial 
kemasyarakatan dan kenegaraan. Maka wajarlah jika Rasulullah SAW begitu 
sering bermusyawarah dan kerja bareng bersama sahabat dalam kesehariannya, 
sebagaimana kandungan hadis diatas.  
Kendati pun musyawarah mempunyai peran yang sangat urgen dalam 
ajaran Islam, namun hal itu tidak berarti segala sesuatu menjadi obyek atau 
lapangan musyawarah. Dua ayat al-Qur’an yang telah diutarakan di atas bisa 
memberikan gambaran bagaimana tuntutan untuk bermusyawarah dan lapangan 
yang merupakan wilayah untuk dimusyawarahkan. 
Lapangan atau obyek musyawarah bisa dilihat dari teks/lafaz fi al-amri 
(ﺮﻣﻻﺍ ﻰﻓ) dalam Q.S.Ali Imran/3: 159 yang diterjemahkan dengan “dalam urusan 
itu”. Dari segi konteks ayat bahwa lapangan musyawarah dalam ayat tersebut 
berkaitan dengan persoalan peperangan. Oleh karena itu ada pendapat di kalangan 
ulama yang membatasi bahwa lapangan musyawarah menurut ayat tersebut hanya 
yang berkaitan dengan persolan peperangan.27 Namun pandangan ini tidak 
didukung oleh praktek Nabi SAW. 
                                                          
27M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, vol.2 
(Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 245. 
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Rasyid Ridha mengomentari lafaz fi al-amri (ﺮﻣﻻﺍ ﻰﻓ) bahwa lapangan 
musyawarah di sini tidak terbatas pada peperangan, akan tetapi bisa urusan yang 
lebih luas, seperti urusan politik kenegaraan dan kemasyarakatan, pada masa 
perang dan damai, pada masa kacau dan masa aman, urusan tersebut tetap dibatasi 
pada wilayah keduniaan, bukan persoalan ibadah makhdhah.28 
Kegiatan musyawarah merupakan hal yang sangat penting yang harus 
dilakukan oleh umat Islam dalam persoalan yang muncul dalam kehidupan. 
Musyawarah menuntut manusia untuk bisa merubah taraf kehidupan ke tingkat 
yang lebih baik.  
Selain prinsip musyawarah yang dianjurkan Islam dalam sistem 
pemerintahan, penting adanya penerapan prinsip amanah dan persatuan dalam 
memerintah suatu kalangan. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin diwajibkan 
memiliki sifat amanah dalam diri seperti yang terkandung dalam QS. Annisa/4: 
58. 
* ¨βÎ) ©! $# öΝä.ã ãΒù' tƒ βr& (#ρ–Š xσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{$# #’ n<Î) $yγ Î=÷δ r& #sŒ Î)uρ Ο çF ôϑs3ym t ÷t/ Ä¨$¨Ζ9 $# βr& (#θ ßϑä3øtrB 
ÉΑô‰yè ø9 $ Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# $−Κ Ïè ÏΡ / ä3ÝàÏètƒ ÿÏµ Î/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. $ Jè‹Ïÿxœ # ZÅÁ t/ ∩∈∇∪     
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”29 
 
                                                          
28Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, Op.Cit., h.199, dan Lihat Subhi Abd.Said, Al-
Sulthatu wa al-Hurriyatu fi al-Nizham al-Islamī (t.t. : Dar al-Fikri al-Arabī,t.th), h. 135. 
29Kementerian Agama Republik Indonseia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. 
Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 110. 
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Ayat ini menjelaskan tentang tugas kaum muslimin sekaligus akhlak 
mereka, yaitu menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak menerimanya, 
dan menemukan hukum dengan adil diantara manusia sesuai dengan manhaj dan 
ajaran Allah.30 
Munasabah surah An-Nisa ayat 58. 
Pada ayat ini menerangkan masalah keimanan dengan menyampaikan 
amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum 
kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-
baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 
Maha Melihat.  
Ayat diatas mengandung isi: sampaikanlah amanah yang harus di 
sampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu 
janganlah menghianati amanah yang dibebankan kepada orang-orang yang 
beriman. Demikian ayat ini amanah ini mengidentifikasi berkenaan dengan 
aqidah.  
Sedangkan amanah menurut pendapat para musaffir dapat disimpulkan 
sebagai berikut. 
Menurut Quraish Shihab, amanah merupakan asa keimanan seperti yang 
telah disabdakan Nabi SAW bahwa “tidak ada iman bagi yang tidak memiliki 
amanah” jadi seseorang tidak dianggap beriman kalau mereka tidak bisa 
melaksanakan sebuah amanah. Sebuah amanah memerlukan kepercayaan dan 
                                                          
30Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, terjemahan: As’ad Yasin Jilid I. Cet I, (Jakarta: 
Gema Insani Press, 2002) h. 396. 
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kepercayaan tersebut akan memberikan sebuah ketenangan batin dan imbasnya 
akan melahirkan sebuah keyakinan. Amanah tidak hanya bersifat material akan 
tetapi juga ada yang bersifat material yang pada intinya amanah tersebut dapat 
dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah.31 
Menurut Sayyid Quthb, amanah disebut juga sebagai tanggung jawab yaitu 
apabila sebuah negara seyogyanya harus ditanamkan rasa tanggung jawab 
semaksimal mungkin kedalam dada setiap orang, dengan ditanamkannya rasa 
tanggung jawab maka orang tersebut dapat melaksanakan amanahnya dengan 
baik, serta harus pula ditanamkan ras iman dan takwa kepada Allah supaya tidak 
tergelincir dari tindakan yang kurang baik termasuk perbuatan manusia itu sendiri, 
sehingga orang tersebut dapat mengontrol dirinya serta ketakwaannya, karena 
iman dan takwa  sangatlah berkesan dibandingkan aturan-aturan tersebut. Apabila 
tanggung jawab tersebut dapat dirasakan sebagai suatu kewajiban dari Allah serta 
diiringi dengan sebuag aturan-aturan, maka akan terbentuklah suasana yang aman 
dan tentram serta terhindar dari penyelewengan, maka akan tercapailah sebuah 
keadilan dan kemakmuran.32 
Menurut Hamka dalam tafsirnya mentakan bahwa ayat amanah tersebut 
menggambarkan secara majaz atau dengan ungkapan, betapa berat amanah itu, 
sehingga langit, bumi dan gunung-gunung tidak sanggup memikulnya, maka yang 
mampu mengemban amanah tersebut adalah manusia, karena manusia diberi 
kemampuan oleh Allah walaupun mereka ternyata kemudian berbuat zahlim, 
                                                          
31M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 2, 
h. 480-481. 
32Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, terjemahan: As’ad Yasin Jilid I. Cet I,  h. 305. 
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terhadap dirinya sendiri maupun orang lain serta bertindak bodoh dengan 
mengkhianati amanah itu.33 
C. Konsep dan Dasar-Dasar Politik 
1. Dasar Negara 
Pancasila adalah dasar negara kita yang merupakan ideologi atau 
pandangan hidup bersama dapat mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia 
yang beraneka ragam ini dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ia juga 
merupakan cermin kepribadian bangsa, karena pancasila memberikan corak atau 
ciri yang khas kepada bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa-bangsa 
lain.34 Walaupun demikian, tidaklah berarti kita menolak kemungkinan bahwa 
tiap-tiap sila satu persatu dan terlepas dari yang lain bersifat universal, yang 
mungkin pula dimiliki oleh bangsa-bangsa di negara lain. Akan tetapi jika kelima 
sila itu disimpulkan kedalam satu rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan 
sebagaimana yang diharapkan oleh bangsa Indonesisa maka akan nampak jelas 
warnanya yang khas sebagai hasil pemikiran dan milik bangsa Indonesia.35 
Sebagai dasar negara yang berideologikan pancasila sekaligus 
mencerminkan idealisme atau cita-cita yang menjadi tujuan bangsa Indonesia, 
ideologi secara umum mungkin dapat diartikan sebagai suatu pandangan hidup 
atau sistem nilai menyeluruh dan mendalam yang dipegang oleh masyarakat 
                                                          
33Hamka, Tafsir Al-Azhar, V (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003), h. 1269.  
34Alfian, Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia (Cet, IV; Jakarta: LP3ES, 1985), h. 
105. 




tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan 
adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi.36 
Akan tetapi sebagaimana dalam realitasnya suatu masyarakat mempunyai 
berbagai macam kelompok kepentingan yang dilahirkan oleh adanya perbedaan-
perbedaan sosial, ekonomi, agama etnis, dan ras. Masing-masing kelompok sosial 
ini biasanya mempunyai pola pandangan atau nilai tertentu yang mereka pegang 
sebagai landasan dalam memajukan kepentingan-kepentingan mereka yang 
spesifik. Dengan demikian, jika diteliti dengan cermat akan terlihat bahwa dalam 
suatu ideologi tertentu tercermin gambaran sejumlah sub ideologi.37 
Uraian tentang idelogi tampak sebagai penjelmaan dari suatu hasil 
konsensus bersama dari berbagai kelompok atau golongan kepentingan, jika jalan 
pemikiran ini kita ikuti, maka itulah yang kita maksud dengan “dimensi realita” 
dari suatu ideologi atau dasar negara yaitu kemampuannya untuk mencerminkan 
realita yang hidup dalam masyarakat dimana ia muncul buat pertama kalinya, 
dengan kata lain ideologi merupakan gambaran sejauh mana suatu masyarakat 
berhasil memahami dirinya sendiri.38 
Sebagai sebuah ideologi dan dasar falsafah negara, pembukaan UUD 1945 
yang menyatakan sebagai berikut “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang 
berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
                                                          
36 Alfian, Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia, h. 109. 
37M. Amien Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta (Cet, II; Bandung: Mizan, 
1989), h. 11. 
38M. Amien, Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, h. 11. 
41 
 
rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 
mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “berdasarkan” 
tersebut jelas menyatakan bahwa pancasila yang terdiri atas 5 (lima) sila 
merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.39 Kedudukan pancasila 
sebagai dasar negara ini merupakan kedudukan yuridis formal oleh karena 
tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD 1945 pada bagian 
pembukaan Alinea IV disepakati sebagai dasar negara sebagaimana tertuang 
dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI (panitia penyelenggara 
kemerdekaan indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945.40 
Makna Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar (falsafah) 
negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila 
menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai 
Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai falsafah yang sifatnya mendasar. Nilai 
dasar Pancasila bersifat abstrak, normatif dan nilai itu menjadi motivator kegiatan 
dalam penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-
nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. 
Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan 
                                                          
39Proyek Penelitian Keagamaan badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen 
Agama RI. Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Negara Pancasila, 1985. h. 55. 
40M. Amien, Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, h. 57. 
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penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-
undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila.41 
Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolak ukur, yaitu tidak 
boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, 
nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sebagai dasar negara, pernyataan bahwa nilai-
nilai dasar Pancasila menjadi dasar normatif penyelenggaraan bernegara Indonesia 
belum merupakan pernyataan yang konkret karena sebagai nilai dasar yang 
bersifat abstrak dan normatif, perlu upaya konkretisasi terhadap pernyataan di 
atas. Upaya itu adalah dengan menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai 
norma dasar dan sumber normatif bagi penyusunan hukum positif negara.42 
Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, sudah seharusnya segala 
pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bersumber dan berdasarkan pada hukum 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika operasional Pancasila 
sebagai dasar (falsafah) negara di wujudkan dengan pembentukan sistem hukum 
nasional dalam suatu tertib hukum dimana pancasila menjadi norma dasarnya. 
Maka semua peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang 
dikeluarkan oleh negara dan pemerintah harus pula sejiwa dengan pancasila. Isi 
dan tujuan dari peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari jiwa 
pancasila.43 
                                                          
41M. Amien, Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, h. 11. 
42Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di 
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2. Demokrasi  
Kata demokrasi terdiri dari dua akar kata yang berasal dari bahasa Yunani, 
yakni demos yang artinya rakyat atau orang banyak dan kratos yang artinya 
kekuasaan. Jadi demokrasi dalam pemahaman bahasa Yunani kuno berarti 
kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Demokrasi merupakan istilah yang 
sangat populer, namun memiliki sejuta makna menurut kepentingan pemakai. 
Mendefinisikan demokrasi tidaklah muda seperti halnya kata kemajuan, keadilan, 
kesejahteraan. Ia bukan suatu objek nyata yang bisa dirasakan dan dilihat, karena 
itu pemahaman demokrasi bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain. Di 
Athena Yunani, lima abad sebelum masehi, terminologi demokrasi digunakan 
untuk menunjukkan suatu bentuk pemerintahan yang di pimpin oleh kehendak 
orang banyak dan bukan keinginan orang tertentu.44 
Apakah yang dimaksud dengan demokrasi, istilah ini punya daya tarik 
yang sangat luar biasa. Semakin banyak dibicarakan, semakin menarik dan tidak 
ada habisnya. Sepintas ia seolah bersifat elit tapi semakin dalam kita menyelami 
semakin kita tahu bahwa ia adalah kehidupan kita sendiri. Tidak berlebihan jika 
dikatakan bahwa demokrasi merupakan prodak pemikiran manusia yang sangat 
cerdas. Walaupun demikian tak mudah untuk memaknai demokrasi secara umum. 
Mengambil satu arti berarti kita terjebak pada satu arus pemikiran, karena itu 
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diperlukan pemahaman substansi agar demokrasi bisa diterima sebagai suatu 
keniscayaan untuk kemudian diperjuangkan dan dipertahankan.45 
Di Indonesia, para pendiri negara sudah melihat berbagai hal tersebut. 
Mereka tampaknya telah melihat perlunya dicari jalan yang memungkinkan 
negara ini berkembang maju, tetapi di atas cita-cita keadilan sosial. Oleh karena 
itu, selain pernyataan bahwa secara politik Indonesia menganut paham demokrasi, 
yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat, juga secara ekonomi Indonesia adalah 
negara demokrasi. Tampaknya para pendiri negara kita ingin menyatakan bahwa 
demokrasi politik saja tidak mencukupi karena harus disertai demokrasi ekonomi. 
Sejalan dengan itu, UUD 1945 dirumuskan di atas jiwa, semangat dan landasan 
demokrasi.46 Namun rumusannya masih tampak bersifat umum dan sangat 
singkat, sehingga di dalam prakteknya semangat demokrasi dalam UUD 1945 
dapat ditafsirkan sesuka-sukanya oleh penguasa yang sedang berkuasa. Diskursus 
demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan sejarah yang panjang. Berbagai 
gagasan dan cara telah dicoba dilakukan guna memenuhi cita-cita demokratisasi. 
Usaha untuk memenuhi tuntutan mewujudkan pemerintahan yang demokratis 
tersebut telah dilakukan melalui perumusan model demokrasi Indonesia di dua 
zaman pemrintahan.47 
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Zaman pemerintahan Soekarno (Orde Lama) dikenal model demokrasi 
yang disebut demokrasi terpimpin, dan berikutnya di zaman pemerintahan 
Soeharto (Orde Baru) diperkenalkan dan dijalankan model demokrasi yang 
disebut demokrasi pancasila. Namun, model demokrasi yang ditawarkan di dua 
rezim tersebut malah memunculkan pemerintahan otoriter, yang membelenggu 
kebebasan politik warganya. Proses demokratisasi di Indonesia yang dihasilkan 
oleh gerakan reformasi di tahun 1998 telah merubah secara substansi sistem 
bernegara bangsa kita dan membuat Indonesia sekarang menjadi negara 
demokrasi ketiga terbesar di dunia.48 
Di Indonesia proses demokrasi terjadi karena gerakan dan dinamika politik 
bangsa kita sendiri. Dan pengalaman itu membuat demokrasi Indonesia sangat 
dihargai dan dihormati. Antara lain bangsa Indonesia memperoleh “Democracy 
Award” dari International Association of Political Consultans pada bulan 
November 2007 yang lalu. Sebuah sistem politik memerlukan berbagai prasyarat 
untuk dapat diakui sebagai demokratis. Prasyarat tersebut telah dimiliki oleh 
Indonesia, diantaranya kelengkapan perangkat demokrasi, seperti lembaga 
legislatif berupa Dewan Perwakilan Rakyat dari tingkat daerah hingga pusat, 
maupun jalur nonpolitik representasi masyarakat yang diakomodasi lewat Dewan 
Perwakilan Daerah. Sistem pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, 
keberadaan partai-partai politik yang dibentuk masyarakat secara bebas tanpa 
intervensi apapun dari kekuasaan, hingga sistem pers bebas yang dapat 
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memerankan fungsi pengecekan dan keseimbangan (check and balance). Kepala 
pemerintahan dari tingkat desa sampai tingkat nasional telah dipilih langsung oleh 
rakyat. Perangkat-perangkat itulah yang telah menggerakkan roda demokrasi di 
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.49 
Pertanyaannya kemudian, apakah kemajuan demokrasi politik yang terjadi 
dalam beberapa tahun terakhir ini telah menghasilkan kemajuan bagi terwujudnya 
kesejateraan masyarakat luas sebagaimana yang menjadi cita-cita kemerdekaan 
bangsa Indonesia, bila tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai dari Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) yang dicapai, terdapat sedikit kemajuan selama 
beberapa tahun terakhir. IPM Indonesia kini berada di peringkat 108 di antara 
negara-negara di dunia setelah beberapa tahun sebelumnya berada pada peringkat 
110.50 Namun peringkat tersebut masih sangat rendah dibanding negara-negara 
tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Brunai, Malaysia, Thailand, dan 
Vietnam. Dengan seluruh potensi yang dimilikinya, Indonesia semestinya dapat 
mencapai peringkat 90 atau bahkan lebih baik lagi dalam tempo yang tidak lama. 
Fakta tersebut menujukkan bahwa kemajuan demokrasi di Indonesia dalam 
beberapa tahun terakhir belum cukup nyata memberi pengaruh pada kemajuan 
kesejahteraan.51 
Konsep klasik demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang 
dijalankan oleh banyak pihak, atau suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan 
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oleh rakyat, demokrasi berfokus pada dua hal penting yang saling berkaitan, yaitu 
representasi (perwakilan) dan partisipasi. Representasi menunjukan pertimbangan 
pada kepentingan mayoritas atau orang banyak, sedangkan partisipasi 
menunjukan keinginan dan keikut sertaan publik pada aktifitas politik.52 
Banyak kalangan muslim mengatakan bahwa Islam dan demokrasi adalah 
compatible (serasi, cocok), tetapi bagaimana keduanya dikatakan serasi atau 
cocok, apa seseungguhnya yang dimaksud dengan demokrasi itu, bagaimana ia 
bekerja dalam konteks Islam, bentuk demokrasi yang mana yang lebih 
diutamakan. Sarjana Muslim terkemuka, Dr. Umar Chapra, menyebutkan empat 
kriteria dasar bagi pemerintahan yang absah dalam Islam. Pertama, pemerintah 
harus bertanggung jawab pada Allah dan syariahnya. Kedua, pemerintah 
dipercaya dan bertanggung jawab pada rakyat dengan memenuhi kepercayaan 
yang mereka berikan. Ketiga, harus ada musyawarah dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat seluas mungkin, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Keempat, harus ada keadilan dan persamaan bagi semua kalangan di 
hadapan hukum. Untuk memenuhi keempat kriteria itu tanpa perlu mengulang-
ulang ajaran al-Qur’an dan sunnah maka mutlak dilakukan pemilu yang bebas dan 
adil.53 
Dari sisi normatif, demokrasi dapat di lihat sebagai tujuan dan cita-cita 
atau sebagai label bagi sistem politik yang ada, dan ingin dicapai oleh seluruh 
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masyarakat dalam sebuah negara. Artinya, pendekatan atau teori normatif 
berkenan dengan demokrasi sebagai tujuan, yaitu resep tentang bagaimana 
demokrasi itu seharusnya dilaksanakan dan diwujudkan. Dengan demikian unsur 
ideal, normatif, atau formal dari demokrasi mengacu kepada demokrasi sebagai 
idelogi atau sebagai teori.54 
Sedangkan dalam pemahaman secara empirik, demokrasi merupakan 
sesuatu yang secara ideal telah terwujud dalam kehidupan politik praktis pada 
suatu negara. Demokrasi dengan pendekatan empirik berkenaan dengan realitas 
politik praktis yang memang seharusnya terwujud, demokrasi dalam pengertian 
normatif belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari. 
Artinya, pemahaman secara empirik mengenai demokrasi merupakan dekripsi 
tentang apakah demokrasi sekarang berkenaan dengan sistem politik yang ada.55 
Dengan definisi demokrasi yang berbeda, para ahli politik tersebut 
tampaknya mementingkan atau mendahulukan keterlibatan rakyat dalam proses 
pengambilan keputusan atau kebijakan politik. Rakyat (warga negara) juga harus 
mengawasi jalannya keputusan (kekuasaan) dan mendapat jaminan persamaan 
perlakukan dalam pengambilan keputusan. Sekalipun terminologi demokrasi 
memiliki banyak batasan pengetahuan, namun batasan yang dikemukakan oleh 
para pakar politik tersebut tampak memiliki titik temu yang sama yaitu bahwa 
demokrasi memiliki doktrin dasar yang tidak pernah berubah. Doktrin tersebut 
                                                          
54Idris Thaha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan Amien Rais 
(Cet. I; Bandung: Teraju, 2005), h. 29. 




adalah adanya keikutsertaan masyarakat yakni partisipasi rakyat dalam menyusun 
agenda politik yang dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan.56 
Berkenaan dengan demokrasi ada masalah krusial yang perlu dijawab, 
yakni masih tetapkah kita menginginkan demokrasi, paling tidak sebagai kriteria 
moral, kita jadikan ideal yang harus kita kejar, atau kita buang dan kita lupakan 
saja, berhubung dalam prakteknya sulit kita laksanakan.57 Jawaban tentang hal itu 
seseungguhnya telah jelas jika kita ingin membuka UUD 1945 maupun pasal-
pasal yang tercakup dalam UUD 1945. Baik pembukaan maupun dalam pasal ke 
37 UUD 1945 mengamanatkan secara instruktif, bahkan absolut agar kita 
menegakkan keadulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu walaupun 
demokrasi itu merupakan spesies politik barat, akan tetapi pada zaman modern 
sekarang ini telah menjadi suatu doktrin universal yang juga kita anut. Dan kita 
berusaha mempraktekannya sejak kita memperoleh kemerdekaan. Bahwa kita 
belum bisa menerapkan demokrasi dalam realitas politik kita, perlu kita akui dan 
kita mencari jalan terbaik untuk membumikan ajaran itu.58 
Walau demikian namun perlu dipahami bahwa demokrasi sebagai teori 
tentang kekuasaan, ada beberapa kaidah-kaidah demokrasi sebagai teori tentang 
hak, yang masing-masing akan terkait dengan substansi demokrasi. Menurut 
Kuntowijoyo substansi hak-hak dalam masyarakat demokrasi itu ada tiga yaitu, 
Pertama, hak politik (demokrasi politik, mengenai hubungan negara dan 
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masyarakat). Kedua, hak sipil (demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi, 
mengenai hubungan elit dengan massa). Ketiga, hak aktualisasi diri (demokrasi 
budaya dan demokrasi agama, mengenai hubungan negara dengan warga negara, 
serta hubungan antar warga negara).59  
3. Sistem Pemerintahan 
Demokrasi tidak akan berjalan efektif sebagaimana yang didefinisikan 
oleh para tokoh bila tidak didukung oleh sistem pemerintahan yang baik pula. 
Untuk memahami lebih jauh mengenai pengertian sistem berikut ini akan 
dikemukakan beberapa pendapat tentang definisi dari sistem tersebut. Sistem 
adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan 
fungsional, baik antara bagian yang satu dengan bagian yang lain maupun 
hubungan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu dapat 
menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian yang satu dengan bagian yang 
lainnya, akibat yang ditimbulkan jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik 
maka akan mempengaruhi bagian-bagian yang lainnya.60 
Berkaitan dengan definisi sistem, Padmuji menegaskan bahwa sistem 
adalah suatu kebutuhan atau keseluruhan yang utuh, dimana di dalamnya terdapat 
komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tertentu yang 
mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu dengan yang lain 
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menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai satu tujuan.61 
Definisi yang hampir sama dikemukakan M. Solly Lubis, menurut dia sistem 
merupakan himpunan komponen atau bagian saling berkaitan satu sama lain yang 
mempunyai fungsi untuk mencapai suatu tujuan.62 
Menyimak pengertian yang dikemukakan oleh para tokoh tersebut diatas 
maka, sistem pemerintahan pada dasarnya adalah berbicara tentang bagaimana 
pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam 
menjalankan kekeuasaan-kekuasaan negara tersebut, dalam rangka 
menyelenggarakan kepentingan rakyat. Pada garis besarnya sistem pemerintahan 
yang dilakukan oleh negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau 
presidensial ataupun bentuk variasi yang disebabkan oleh situasi atau kondisi 
yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semu.63 
Bagaimana dengan sistem pemerintahan di Indonesia saat ini, 
sebagaimana yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dalam 
periode 18 Agustus 1945 setelah dibacakannya pidato proklamasi kemerdekaan 
sampai tanggal 27 Desember 1949 dan periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. 
Dengan adanya perubahan konstitusi maka ini jelas mempengaruhi sistem 
pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Indonesia pernah mencoba 
mempraktekkan sistem pemerintahan parlementer dikarenakan kondisi yang 
plural dan wilayah yang luas terdiri dari pulau-pulau kecil membuat pemerintahan 
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menjadi kuat dan stabil. Menurut Sri Soematri, ciri pemerintahan presidensial 
dalam UUD 1945 pasca amademen antara lain: pertama, Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih dalam satu pasangan oleh rakyat. Kedua, Presiden tidak lagi 
bertanggung jawab kepada MPR, karena lembaga ini tidak lagi sebagai pelaksana 
kedaulatan rakyat.64 
Sebenarnya perdebatan tentang sistem pemerintahan Indonesia dalam 
kurung waktu begitu lama mulai dari setelah Indonesia merdeka tahun 1945 
sampai sekarang merupakan isu yang masih bisa diperbincangkan, hal ini terjadi 
karena ketidaktegasan sistem pemerintahan yang ada dalam naskah konstitusi 
yang pernah berlaku di Indonesia. UUD 1945 yang dibentuk juga terlalu singkat 
hingga banyak hal-hal yang ada di dalam UUD 1945 yang masih memerlukan 
perbaikan, Soekarno pernah mengatakan pada tanggal 18 Agustus 1945 bahwa 
“Undang-Undang Dasar yang dibuat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar 
sementara, ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Jika nanti kita telah bernegara 
di dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali 
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar 
yang lebih lengkap dan lebih sempurna”.65 
Sejarah telah memcatat bahwa sesungguhnya di Indonesia sudah ada 
beberapa konstitusi yang pernah berlaku, sejak dari setelah merdeka tahun 1945 
yaitu Undang-Undang Dasar 1945 kemudian diganti dengan konstitusi RIS 1945, 
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setelah itu diganti lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan dengan 
keluarnya dekrit 5 Juli 1959 maka kembali kita ke Undang-Undang Dasar 1945, 
setelah runtuhnya rezim Soeharto maka Undang-Undang Dasar telah mengalami 
amandemen sebanyak empat kali mulai tahun 1999 sampai 2002.66 
Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia 
berdasarkn Undang-Undang Dasar 1945 yang diserahkan oleh PPKI pada tanggal 
18 Agustus 1945 menganut sistem campuran, tetapi presiden dibentuk tunduk dan 
bertanggung jawab kepada MPR yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan 
utusan daerah dan utusan-utusan fungsional.67 Sedangkan Bagir Manan 
berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem presidensial 
mengemukakan bahwa, pertanggung jawaban presiden kepada MPR merupakan 
upaya pertanggung jawaban terhadap konstitusi. Dengan demikian unsur 
parlementer tidak ada sama sekali, Bagir Manan menegaskan dengan hanya 
mengenal eksekutif tunggal, eksekutif riil, dan tunggal yang dijalankan oleh 
presiden, maka Undang-Undang Dasar menggunakan sistem pemerintahan 
presidensial.68 
Setelah Indonesia memasuki zaman reformasi tahun 1998 yang ditandai 
dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali yang 
menyebabkan struktur ketatanegaraan Indonesia berubah. Khusus untuk sistem 
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pemerintahan tersebut merupakan perbincangan hangat dikalangan para pengamat 
pemerintahan, hal ini disebabkan ada kalangan yang menginginkan untuk 
mempertahankan sistem yang lama dan ada juga yang menginginkan sistem 
pemerintahan dipertegas, ternayat hasil amandemen Undang-Undang tersebut 
dipertegas. Ini dapat dilihat dengan tidak bertanggung jawabnya lagi presiden 
kepada MPR, hal ini dapat dilihat dalam pasal 6A (1) UUD 1945 setelah 
amandemen menjelaskan secara eksplisit “Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Akibat pemilihan langsung 
oleh rakyat menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak lagi 
bertanggung jawab dihadapan MPR akan tetapi langsung kepada rakyat dan ini 
merupakan ciri umum dari sistem pemerintahan presidensial.69 
Sistem pemerintahan negara Indonesia dibagi menjadi beberapa point yang 
merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sistem pemerintahan di 
Indonesia dikenal dengan beberapa kunci pokok sistem pemerintahan negara 
seiring dengan adanya amandemen UUD 1945, maka dari beberapa kunci pokok 
sistem pemerintahan ini juga mengalami perubahan. Berikut ini akan dijelaskan 
secara rinci beberapa kunci pokok sistem pemerintahan negara menurut UUD 
1945 hasil dari amandemen: 
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. 
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan 
atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti negara yang di 
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dalamnya termasuk pemerintah dan lembaga-lembag negara lainnya 
dalam melaksanakan tugas dan tindakan apapun harus berdasarkan 
dan dilandasi oleh peraturan hukum serta dapat dipertanggung 
jawabkan secara hukum.70 
2. Kekuasaan negara tertinggi ada ditangan rakyat. 
Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 
1945 pada tahun 2002, kekuasaan tertinggi ada ditangan MPR. Dimana 
MPR yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia juga 
memegang kedaulatan rakyat. Namun setelah dilakukan amandemen, 
kekuasaan negara tertinggi beralih ke tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pasal 1 ayat 2.71 
3. Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi. 
Di samping MPR dan DPR berdasarkan Undang-undang Dasar 
1945 hasil amandemen, presiden merupakan penyelenggara 
pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR, karena presiden 
dipilih langsung oleh rakyat. Jadi menurut Undang-Undang Dasar 
1945, presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR. Dengan demikian 
presiden bertanggung jawab langsung terhadap rakyat.72 
 
                                                          
70Jimly Asshiddiqiedan Bagir Manan, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan 
Secara Langsung: Sebuah Dokumen Histori, h. 94. 
71Jimly Asshiddiqiedan Bagir Manan, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan 
Secara Langsung: Sebuah Dokumen Histori, h. 96. 
72Jimly Asshiddiqiedan Bagir Manan, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan 




4. Menteri negara adalah pembantu presiden. 
Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR dalam 
menjalankan tugas pemerintahannya, presiden dibantu oleh menteri-
menteri sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. 
Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sehingga 
menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukan 
menteri negara juga tidak tergantung kepada DPR.73 
D. Urgensi Partai Politik 
Wilayah  politik, baik pada dataran praktis maupun teoritis adalah wilayah 
yang berkaitan dengan etika karena politik berkaitan erat dengan cara berpikir dan 
berperilaku dalam hubungannya dengan kekuasaan, baik untuk mendapatkan atau 
mengelolanya. Politik tidak hanya kepentingan-kepentingan kekuasaan, tetapi 
juga dengan asas-asas moral, dengan nilai-nilai kepentingan nasional, 
kesejahteraan umum, dan kehormatan nasional.74 
Dalam kehidupan politik sering kali muncul fenomena politik kekuasaan, 
bukan politik moral, yaitu tindakan politik yang semata-mata untuk merebut dan 
memperoleh kekuasaan karena dengan kekuasaan politik yang dimilikinya 
seseorang atau kelompok akan memperoleh keuntungan materi, popularitas, dan 
fasilitas yang membuat hidupnya serba berkecukupan dan memperoleh status 
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sosial yang tinggi.75 Dalam format kehidupan politik yang demikian itulah dapat 
dipastikan bahwa akan ada sekelompok orang yang dengan siap untuk 
mengorbankan apapun demi mendapatkan tujuan politiknya. 
Dalam politik moral, kekuasaan bukan tujuan akhir, tetapi sebagai alat 
perjuangan untuk mewujudkan cita-cita moral kemanusiaan. Kekuasaan yang 
hendak dicapainya tidak diperoleh dengan menghalalkan segala cara, tetapi 
dicapai melalui cara-cara yang bijak, sah dan sehat secara prosedural, dibenarkan 
secara moralitas kemanusiaan, dan kepatutan sosial. Politik moral ini seharusnya 
menjadi tujuan yang harus dicapai dari politisi sejati, dengan harapan jalannya 
pemerintahan dan negara akan lebih sehat, kuat, terkontrol, dan berlangsung untuk 
kepentingan memajukan kehidupan rakyat yang lebih baik secara jasmani, rohani 
dan intelektual.  
Adapun mengenai hakikat kegiatan politik memang berkaitan dengan 
masalah moral. Politik di definisikan sebagai keperihatinan pada isu-isu umum 
yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan komunitas, mereka membedakan 
kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Artinya, kepentingan umum 
dipandang sebagai hal yang lebih tinggi secara moral. Politik juga memiliki 
kerangka-kerangka tujuan moral yang harus dikejar oleh para pengambilan 
keputusan untuk mencari kebaikan bersama, kebajikan masyarakat, dan 
kesempurnaan moral. Maka dari itu para pemimpin politik mempunyai tanggung 
jawab untuk menjamin kebahagian, yang bukan sekedar kenikmatan hedoristik 
melainkan kesesuai gagasan dan tindakannya. Oleh karena itu, perilaku mereka 
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harus dinilai berdasarkan kriteria etis, yaitu apakah mereka hanya mematuhi 
kepentingan pribadi atau melayani kepentingan umum.76 
Selain itu politik juga berlandaskan atas teori keadilan dalam hal 
menerapkan atau menilai kegiatan-kegiatan politik sebagai suatu bentuk 
kemerdekaan dan persamaan hak, dimana setiap orang memiliki hak yang sama 
terhadap kebebasan dasar menurut meliputi kebebasan mengemukakan gagasan, 
berbicara, berorganisasi dan memberikan suara. Dengan demikian, kegiatan 
politik harus berusaha mewujudkan kepentingan bersama sekaligus upaya 
penegakkan unsur-unsur keadilan. 
E. Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Sistem Demokrasi 
Arti demokrasi secara umum adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat 
atau pemerintahan oleh mereka yang diperintah. Jadi demokrasi merupakan suatu 
pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang 
diperintah atau demokrasi yakni pola pemerintah yang mengikut sertakan secara 
aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang 
diberikan wewenang.77 
Pengertian demokrasi secara harfiah sudah tidak asing lagi, hampir 
sebagian besar masyarakat selalu membicarakan tentang demokrasi. Dengan 
perkataan lain, hal demokrasi sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa. 
Menurut teori kedaulatan (demokrasi) adalah ajaran yang menentukan bahwa 
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sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam suatu negara berada ditangan 
rakyat. Dengan demikian maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh 
negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Menurut teori ini adalah 
rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk menentukan bagaimana ia diperintah dan 
dalam rangkah mencapai tujuan negara. 
Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk 
menentukan pergantian pemerintahan di mana rakyat dapat terlibat dalam proses 
pemilihan wakil mereka di parlemen nasional maupun daerah yang dilakukan 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman. Prinsip-prinsip ini 
sangatlah penting dalam proses pemilihan umum sebagai indikator kualitas 
demokrasi.78 
Berbeda dengan masa Orde Baru, sejak era Reformasi Pemilu 1999 
merupakan pemilu pertama yang dilakukan dengan banyak partai politik sebagai 
peserta pemilu dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk 
oleh presiden yang beranggotakan dari unsur partai politik dan wakil pemerintah. 
Sebanyak 48 partai politik menjadi kontestan Pemilu 1999 ini. Sebagai pemilu 
masa transisi menuju demokrasi, euforia demokrasi masih sangat kental pada 
Pemilu 1999. Pendirian partai politik yang berlandaskan paham keagamaan dan 
primordialisme sempit masih sangat kental mewarnai pelaksanaan pemilu 
pascalengsernya rezim Presiden Soeharto. Pada pemilu ini pemilihan presiden dan 
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wakilnya masih dilakukan melalui mekanisme perwakilan melalui mekanisme 
perwakilan melalui sidang di Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Perjalanan reformasi Indonesia semakin menunjukkan kualitasnya pada 
Pemilu 2004 yang dilaksanakan secara serentak pada 5 April 2004. Pada pemilu 
kedua era Reformasi ini, rakyat tidak hanya terlibat langsung dalam pemilihan 
wakil mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi juga mereka dapat langsung 
memilih presiden dan wakil presiden masa bakti 2004-2009. Sebanyak 24 partai 
politik menjadi peserta pemilu 2004 dan diikuti oleh lima pasang calon presiden 
dan wakil presiden. Pada pemilihan presiden langsung yang pertama di era 
Reformasi ini dilakukan melalui dua putaran. Hal ini dilakukan karena pada 
putaran pertama yang diselenggarakan pada 5 Juli 2004 tidak diperoleh satu 
pasangan peserta pilpres yang memperoleh lebih dari 50% suara. Putaran kedua 
pilpres dilakukan pada 20 September 2004 yang memenangkan pasangan H. 
Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla menjadi presiden dan 
wakil presiden. Pasangan ini merupakan persiden dan wakil persiden pertama 
Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat di era Reformasi. 
Pemilu 2009 merupakan pemilihan umum ketiga di era Reformasi. 
Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada pemilu 2009 sejumlah 44 partai politik 
menjadi kontestan yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 partai lokal dari 
daerah pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam. Pada pemilu presiden dan wakil 
presiden langsung yang kedua ini telah menghantarkan pasangan H. Susilo 
Bambang Yudhoyono dan Boediono menjadi pemenangnya. 
61 
 
Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung 2004 
telah menjadi tonggak sejarah baru bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah (pilkada) secara langsung pula baik di tingkat provinsi 
maupun kabupaten dan kota. Semangat otonomi daerah yang telah digulirkan 
pada 1999, dan setahun setelah pilpres 2004, pilkada untuk memilih gubernur, 
bupati, dan wali kota mulai dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaan pilkada 
berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di mana 
pasangan calon peserta Pilkada adalah mereka yang dicalonkan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik. 
Tuntutan calon independen banyak disuarakan oleh banyak komponen 
masyarakat terkait dengan calon perserta pilkada. Tuntutan ini direspon oleh 
pemerintah melalui terbitnya UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua 
atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membolehkan 
calon perorangan menjadi kontestan pilkada, selain calon yang diajukan oleh 
partai politik maupun gabungan partai politik. Pelaksanaan pilkada atau biasa juga 
dikenal dengan istilah pemilukada dilakukan oleh KPU tingkat provinsi maupun 
KPU Kabupaten/Kota. Selain KPU, lembaga lain yang terlibat dalam pelaksanaan 
pemilu maupun permilukada adalah lembaga pengawasan dan pemantauan 
pemilu: Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pematauan yang 






Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan 
seksama guna memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu 
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, 
yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, 
dengan jalan menganalisisnya.
1
 Suatu metode penelitian akan mengemukakan 
secara teknis tentang metode-metode yang digunakan  dalam penelitian.
2
 Dalam 
melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian 
menggunakan beberapa metode sebagai berikut:  
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research) yang bersifat kualitatif dimana peneliti secara langsung melakukan 
pengamatan, survei atau melakukan interaksi secara langsung dalam masyarakat 
untuk memperoleh informan yang diinginkan dalam penelitian ini dengan tetap 
memperhatikan kaidah-kaidah atau norma yang menjadi patokan dalam 
berperilaku terhadap masyarakat yang dianggap pantas. 
2. Lokasi Penelitian. 
Dalam penelitian ini yang menjadi wilayah atau tempat penelitian 
berlokasi di Kota Makassar dan memilih Kecamatan Manggala yang dianggap 
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dapat mewakili sampel yang akan diteliti. Tempat ini dipilih disebabkan oleh 
ketertarikan peneliti terhadap pemilihan kepala daerah yang baru saja berlangsung 
secara serentak, dimana pada pemilihan ini calon kepala daerah tunggal melawan 
kolom kosong (kotak kosong). Hal ini yang menjadi ketertarikan tersendiri 
terhadap peneliti untuk mengkaji lebih jelas tentang peran aktif partai politik 
dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan Fenomenologi 
Pendekatan penomenologi adalah tradisi penelitian kualitatif yang berakar 
pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia. Selain 
itu pendekatan ini yaitu pendekatan secara langsung dengan melihat kultur 
masyarakat serta respon masyarakat terkait fenomena dan konstruk sosial 
masyarakat yang ada. Serta pendekatan filosofis mendalam terhadap masyarakat 
dengan artian lain, pendekatan ini adalah penedekatan terhadap fenomena yang 
dirasakan langsung oleh masyarakat. 
2. Pendekatan Syar’i 
Pendekatan syar’i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syariah 







C. Sumber Data 
Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber 
data primer dan sumber data sekunder, adapun sumber data yang digunakan akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Data Primer. 
Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan 
penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Makassar, sebagian data tersebut 
menggunakan istilah informan dalam pengumpulan data tersebut melalui 
interview atau wawancara. Pada informan penelitian, untuk memperoleh 
keterangan yang lebih jelas mengenai partisipasi partai politik dalam pemilukada 
yang didukung oleh data-data kualitatif.  
Adapun sumber data diantaranya, partai poltik seperti: Partai Golkar, 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra. Masing-masing partai 
ada 1 orang informan yaitu ketua atau sekertaris partai. Kemudian Masyarakat 
kelurahan Manggala Kota Makassar. untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel 
informan dibawah ini :  
NO NAMA ORGANISASI JUMLAH INFORMAN KET 












2 Masyarakat Kota Makassar   
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2. Data Sekunder. 
Data yang diambil dari buku-buku hukum, jurnal dan perundang-undangan 
yang dianggap terkait dengan objek penelitian seperti: 
1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum. 
3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi undang-undang. 
4) Jurnal al-daulah Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik 
Kontemporer di Indonesia). 
5) Karya Ilmiah Partai Politik Islam dalam Sistem Ketatanegaraan 
(Telaah atas Peran Partai Politik Islam dalam Mewujudkan 




D. Instrumen Pengumpulan Data 
Adapun instrumen yang diperlukan dalam pengumpulan data seperti: 
1. Pedoman wawancara 
2. Alat tulis 
3. Surat penyertaan informan 
4. Foto kegiatan 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengolahan data: 
a. Reduksi Data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu.  
b. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan dan 
analisis. 
c. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang 
direduksi dan disajikan.  
F. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian terhadap keabsahan data sangat penting dilakukan oleh peniliti 
agar tidak terjadi kekeliruan serta dapat membuktikan secara tertulis bahwa data 
yang diperoleh dari informan benar-benar merupakan hasil wawancara secara 







PARTIPASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA 
DAERAH DI KOTA MAKASSAR 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Keaadan geografis wilayah  
Kota Makassar berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan 
dan utara dalam propinsi di Sulawesi selatan dari wilayah kawasan barat 
kewilayah kawasan timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan 
Indonesia. Dengan kata lain, wilayah Kota Makassar berada antara 199 (derajat) 
24’ 17’38” Bujur Timur dan 5(derajat) 8’6’ 19” Lintang Selatan yang berbatasan 
sebelah utara Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan 
Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah selat Makassar. Diapit dua muara 
sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai 
Jene’berang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar 
seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan termasuk11 pulau di 
selat Makassar di tambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km2. 
Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, 
memberi penjelasan bahwa secara geografis, Kota Makassaar memang memiliki 
keunggulan komparatif di banding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. 
2. Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah 
Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 Kecamatan dan 





kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, 
Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. 
Secara Administratif Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan, 143 
kelurahan, 941 RW dan 4.544 RT. Kecamatan Tallo merupakan kecamatan 
terbesar dalam hal jumlah kelurahan dan RT yang dimiliki, yakni mempunyai 15 
kelurahan, dan mempunyai 504 RT, dan mempunyai 82 RW. Sedangkan 
Kecamatan Ujung Pandang merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah RT 
dan RW yang terkecil di antara 13 kecamatan lainnya, yaitu 10 kelurahan, 37 RW 
dan 140 RT, dan mempunyai 10 kelurahan seperti tabel di bawah : 
Tabel 2.1. Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Makassar 
Tahun 2018 
No. Kecamatan  Kelurahan RW RT 
1. Mariso 9 50 230 
2. Mamajang 13 57 292 
3. Tamalate 10 71 308 
4. Rappocini 10 89 408 
5. Makassar 14 71 308 
6. Ujung Pandang 10 37 140 
7. Wajo 8 45 159 
8. Bontoala 12 58 262 
9. Ujungtanah 12 51 201 
10. Tello 15 82 504 
11. 
Panakukkang 
11 91 445 
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12. Manggala 6 66 368 
13. Biringkanaya 7 91 420 
14. Tamalanrea 6 82 427 
 Kota Makassar 143 941 4.544 
Sumber: BPS-Kota Makassar dalam angka tahun 2016 
3. Deskripsi Wilayah Kecamatan Manggala 
Kecamatan Manggala merupakan salah satu dari 14 kecamatan di kota 
Makassar yang berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Tamalanrea, di 
sebelah timur kabupaten Maros, di sebelah selatan Kabupaten Gowa dan di 
sebelah barat kecamatan panakukang. 
Kecamatan Manggala merupakan daerah bukan pantai dengan topografi 
ketinggian wilayah sampai dengan 46 meter dari permukaan laut, Kecamatan 
manggala terdiri dari 6 kelurahan dengan luas wilayah 24,14 Km2. Dari luas 
wilayah tersebut tampak bahwa kelurahan tamangapa memiliki wilayah terluas 
yaitu 7,62 Km2, terluas kedua adalah kelurahan Manggala dengan luas wilayah 
4,44 Km2, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kelurahan borong 
dan kelurahan batua dengan luas masing-masing 1,92 Km2. Seperti tabel di bawah 
ini: 
No. Desa/Kelurahan Luas (Km
2) 
1. Kelurahan Batua 1,92 Km
2 
2. Kelurahan Borong 1,92 Km
2 
3. Kelurahan Bangkala 4,53 Km
2 




5. Kelurahan Tamangapa 7,62 Km
2 
6. Kelurahan Manggala 4,44 Km
2 
 Sumber:Kantor Camat Manggala 
B. Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah 
Setelah reformasi, pertumbuhan partai politik didasari atas kepentingan 
yang sama masing-masing anggotanya. Boleh jadi, era reformasi yang melahirkan 
sistem multi-partai ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari 
kepetingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya.
1
 
Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, karena partai politik 
adalah alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan artikulasi 
kepentingannya. Tidak ada demokrasi sejati tanpa partai politik. Meski 
keberadaan partai politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam 
sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi partai politik. 




Menurut Andi Sultan Amali, Sekertaris biro pengembangan masyarakat 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan bahwa: 
Untuk menciptakan sistem politik yang memungkinkan rakyat menaruh 
kepercayaan, diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang 
mampu menjadi landasan bagi tumbuhnya partai politik yang efektif dan 
fungsional. Dengan kata lain, diperlukan perubahan terhadap peraturan 
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Boleh dikatakan bahwa era reformasi ini peran partai politik sebagai 
penyalur aspirasi rakyat bisa dimaksimalkan, dapat dilihat dari partai-partai yang 
tumbuh dan berkembang dengan bebas tanpa intervensi dari pihak manapun. 
Walaupun begitu masih banyak yang harus dibenahi partai politik kita, 
diantaranya adalah masih banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam 
organisasi partai politik saat ini.
4
 
Pemahanam tentang struktur politik dalam kerangka kerja sistem politik 
memegang peran penting. Gabriel Almond mengatakan, sistem politik merupakan 
organisasi melalui masyarakat, merumuskan dan berusaha mencapai tujuan 
bersama. Dalam hal ini, sistem politik melaksanakan peran atau mendorong 
perdamaian, memajukan perdagangan internasional atau membatasinya, membuka 
diri demi pertukaran gagasan-gagasan atau menutup diri, menarik pajak dari 
rakyat secara adil, mengalokasikan sumber daya untuk kelangsungan hidup orang 
banyak. Singkatnya sistem politik melaksanakan berbagai kegiatan yang 
ditunjukan untuk meraih tujuan-tujuan bersama yang telah dirumuskan.
5
 
Dalam rangkah melaksanakan kegiatan yang kompleks ini, sistem politik 
memerlukan badan-badan dan struktur-struktur yang bekerja dalam sistem politik 
seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik yang melaksanakan 
kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu. Pelaksanaan fungsi-fungsi inilah yang pada 
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Motif pembentukan partai politik menurut Undang-Undang Dasar No. 2 
Tahun 2008 tentang partai politik, adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional 
bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7
 Yaitu untuk menjaga dan 
memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan 
kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan 
rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan kesejahteraan 
bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan partisipasi politik anggota dan 
masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, 
memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, 
dan bernegara serta membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8
 
Dalam Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan agenda Lima tahunan 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberbagai daerah di Indonesia baik 
daerah Kabupaten/Kota dan provinsi, kepala pemerintah dipilih langsung oleh 
rakyat. Dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan secara langsung, tidak 
terlepas dari peran partai politik atau koalisi dari berbagai partai untuk 
memenangkan pasangan yang telah mereka usung sebagai calon kepala daerah. 
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Muh. Tauhid HK, menyatakan bahwa: 
Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang 
hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan 
politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam 
mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan 
partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan 
fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga Negara. 
Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang, sehingga 
diberikanlah pendidikan politik kepada masyarakat oleh parpol di berbagai 
provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sudah saatnya pendidikan 
politik bagi masyarakat dalam segala kalangan yang nyata. Bukan hanya 
tertera pada UU partai politik ataupun menjadi program-program di atas 




Dalam hal pemilihan, tentunya partai politik mempunyai cara atau strategi 
dalam memenangkan kontestasi pemilu atau pilkada. Peter Schroder, 




Muh. Tauhid HK menambahkan bahwa: 
Strategi politik menjadi hal yang penting tidak hanya bagi partai politik 
dan pemerintahan, namun juga bagi organisasi non-partai politik. Strategi 
politik diartikan sebagai seperangkat metode agar dapat memenangkan 
pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki 
kekuasaan, baik dalam kontestasi pemilu maupun dalam pilkada. Strategi 
tersebut digunakan untuk merebut hati dan meraih simpati pemilih. 
Kerangka konsep sebelum melakukan strategi untuk suatu tujuan tertentu 
sangat diperlukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan 




Selain itu Kiky Fitriawaty memaparkan jika ada tujuan strategi politik 
pada saat pengusungan calon kepala daerah, yakni: 
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Adapun tujuan dari penyusunan kerangka strategi ini adalah untuk 
menentukan langkah dalam melakukan tindakan. Langkah yang dilakukan 
dalam strategi merupakan implementasi dari misi yang dibawa. Dapat 
dirumuskan bahwa instrumen yang digunakan sebagai strategi politik 
dalam pilkada adalah melalui komunikasi. Salah satu strategi politik yang 
digunakan dalam pemilu maupun pilkada adalah strategi kampanye. 
Strategi kampanye adalah bentuk khusus strategi politik. Mengenai 
strategi politik dapat disimpulkan bahwa strategi politik menjadi hal yang 
penting bukan hanya bagi partai politik dan pemerintahan, namun juga 
organisasi non-partai politik. Strategi tersebut digunakan untuk meraih 
simpati pemilih. Ketika membahas dalam konteks pilkada, tentu strategi 
tersebut menjadi luas karena partai politik berkewajiban untuk membentuk 
atau mencalonkan kadernya dalam menduduki jabatan publik dan juga 
memfasilitasi kadernya dalam berkoalisi dengan partai lain. Seperti yang 
dijelaskan sebelumnya, kampanye merupakan bentuk khusus strategi 





Lebih lanjut Kiky Fitriawaty memaparkan : 
 
Menurut pandangan sekertaris biro politik partai Golkar mengatakan 
bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi 
secara rapi dan yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu 
serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah 
melalui pemilu yang demokratis. Dalam hal ini partai politik merupakan 
suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk 





Dengan demikian, partai politik juga memiliki peranan dalam memberikan 
pendidikan politik dan sumber rekruitmen para pemimpin sebagai bagian dari 
proses politik, partai politik berkewajiban untuk menghimbau masyarakat untuk 
mengerti dinamika politik dan mengundang masyarakat untuk menggunakan hak 
pilihnya secara rasional. Partai politik juga memiliki peranan dalam perekrutan 
kader sesuai dengan ideologi yang dianut. Walaupun dalam prosese pengkader 
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setiap partai politik berbeda-beda, namun dalam perekrutannya partai akan 
mencari kader yang memiliki ideologi yang sama dengan partainya gunakan 
tercapainya tujuan partai tersebut yaitu menciptakan kader tersebut sebagai 
pemimpin.   
Adapun peran lain partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada 
sendiri merupakan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang 
memenuhi syarat. Terlihat perbedaan antara pemilihan umum legislatif dan juga 
pemilihan kepala daerah. Ketika membahas pemilihan legislatif, tentu yang dipilih 
adalah calon atau partai, berbeda dengan kepala daerah karena memilih figur atau 
sosok dari bakal calon kepala daerah. Selain itu peran partai dalam pemilihan 
kepala daerah tidak cukup banyak, karena dalam kontestasi pilkada terdapat juga 
tim sukses atau relawan. Inilah yang dimaksudkan bahwa strategi politik bukan 
hanya dilakukan partai namun juga terdapat tim sukses-relawan dan lain 
sebagainya.  
Dalam struktur organisasi partai politik ada beberapa hal yang perlu di 
perhatikan. Pertama: struktur organisasi mencerminkan dan divisionalisasikan 
dalam bentuk kerja dan aktifitas dalam tubuh partai politik yang bersangkutan. 
Struktur pekerjaan dan aktifitas yang kompleks dibagi dalam beberapa unit, 
divisi-divisi, atau departemen yang berbeda sehingga memudahkan dalam 
koordinasi dan spesialisasi yang ada di dalamnya. Kedua: struktur organisasi 
politik yang menjelaskan bagaiaman interaksi antara unit dan manusia sebagai 
76 
 
objek yang ada di dalamnya.
14
 Jalur komunikasi, informasi sharing, sistem 
pelaporan, garis komando partai, dan mengatur mekanisme pengambilan 
keputusan adalah beberapa contoh mekanisme interaksi yang terjadi dalam 
struktur organisasi partai politik. Ketiga: struktur organisasi yang bercerita 
tentang job description dan job specification. Job description menggambarkan 
arena aktifitas dan aksi yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam 
masing-masing unit. Sementara job specification menjelaskan kemampuan, skiil, 




Menurut Muh. Tauhid Hk,  sekertaris biro partai Gerindra mengatakan 
bahwa: 
Partai politik yang berfungsi sebagai kawah candradimuka yang digunakan 
untuk menempa dan menggembleng para kadernya untuk kemudian di 
proyeksikan sebagai pengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan telah 
mempunyai keterikatan emosional dengan ideologi para kadernya 
sehingga dapat dikatakan bahwa fenomena naturalisasi menunjukkan 
bahwa partai politik telah mengalami disfungsi dalam rekruitmen partai 




Olehnya itu partai politik merupakan institusi yang terorganisasi secara 
rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta 
mencoba mendapatkan pengaruh dalam sebuah Negara, kerap dengan mencoba 
menguasai posisi dalam pemerintahan, dan biasanya mengandung lebih dari satu 
kepentingan tunggal dari masyarakat pada tingkat tertentu berusaha 
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mengumpulkan kepentingan. Dalam hal kenegaraan partai politik merupakan 
instrument Negara, Tata Negara merupakan suatu kekuasaan sentral yang 
mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas Negara dan 
pemerintahan. Pendapat lain mengatakan bahwa tata Negara adalah susunan serta 
tata cara yang berlaku dalam suatu kelompok keluarga, organisasi ke-wilayahan 
dan kedaerahan yang memiliki kekuasaan, kewenangan yang absah serta 
kepemimpinan pemerintahan yang berdaulat, guna mewujudkan kesejahteraan, 
keamanan, ketertiban, dan kelangsungan hidup orang banyak (bangsa) dalam 
mencapai tujuan serta cita-cita bersama.
17
 
C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar 
Pemilihan umum merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan 
rakyat yang dilaksanakan secara langsung, jujur, adil, bebas dan rahasia. Hal ini 
sesuai dengan prinsip demokrasi yang selama ini dijunjung yaitu “demokrasi dari 
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dan seperti yang terkandung dalam UUD 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2. 
Pemilihan umum maupun pemilukada dilaksanakan dalam rangka 
mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai 
demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif 
dalam pemilu maupun pemilukada. Pemilih merupakan pendukung utama yang 
sangat penting dalam setiap pemilu, salah satu perimeter pemilu yang demokratis 
adalah dengan adanya komponen pemilih yang semakin plural. Setiap pemilih 
dalam pemilu atau pemilukada tidak lepas dari latar belakang politis maupun 
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sosiologis, sehingga hal ini sangat mempengaruhi penentuan pilihan mereka, hal 
inilah yang disebut voting behavior atau perilaku pemilih.  
Pada masa orde baru para pemilih diwajibkan untuk menggunakan hak 
pilih mereka, dalam hal menggunakan hak suara pun mereka tidak dapat 
menggunaan hak politik dengan tenang dan aman. Mereka selalu mendapatkan 
tekanan politik bahkan intimidasi dan ancaman berbagai macam hukuman yang 
dilakukan rezim yang berkuasa. Dan bagi mereka yang tidak menggunakan hak 
pilihnya dapat dijerat dengan pasal “aneh” tentang pencemaran atau penentangan 
terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut ini menyebabkan partisipasi 
politik masyarakat menjadi sangat tinggi pada rezim Orde Baru, karena adanya 
ancaman dan intimidasi. Namun, setelah rezim Orde Baru runtuh dan lengsernya 
Soeharto presentase tidak memilih masyarakat (golongan putih) bertambah seiring 
pemilu diadakan.  
Masyarakat memiliki variasi yang berbeda dalam memandang partai 
politik pada pemilukada Kota Makassar, terkait responnya terhadap keberadaan 
dan peran partai politik dalam mewujudkan demokrasi. Berdasarkan wawancara 
peneliti dengan Jumaedi tokoh masyarakat Kecamatan Manggala dikota Makassar 
mengatakan bahwa: 
partai politik dikota Makassar seharusnya dapat menjalankan sepenuhnya 
peranan dalam pemilukada untuk menciptakan iklim demokrasi yang baik 
serta menyeleksi pemimpin yang sesuai kebutuhan masyarakat sehingga 
tidak untuk direkayasa dalam menjalankan politiknya. Peranan itu tentu 
sangat penting diperhatikan dalam rangka mewujudkan pilkada yang 
damai dan bersih dari berbagai politik kotor seperti memberikan sejumlah 
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uang kepada pengurus partai politik untuk di berikan rekomendasi, 




Lebih lanjut Jumaedi memaparkan : 
 
Dari pengamatan saya selama ini, dengan memperhatikan pemilukada 
dalam setiap lima tahun sekali. Harusnya moment ini menjadi suatu 
panggung demokrasi yang dapat membangun daerah, selain itu bukan 
hanya pembangunan secara infrastruktur melainkan dapat mencerdaskan 
masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Misalkan partai harusnya 
mampu meminimalisir jumlah dari pemilih yang tidak memberikan hak 




Golongan Putih (golput) merupakan tindakan pemilih untuk tidak memilih 
dengan tidak menggunakan suaranya dalam pemilu ataupun pemilukada. 
Seseorang yang melakukan golput dikontraskan dengan "memberikan 
suara kosong" dimana seseorang yang golput memberikan suara yang 
tidak valid / tidak sesuai dengan cara sengaja menandai item yang salah 




Jika pada awalnya golput hanya sebagai gerakan moral atas suatu 
keprihatinan, maka gerakan golput pada pemilu-pemilu berikutnya lebih dari 
sikap kekecewaan. Pada masa ini golput menjadi bentuk kekecewaan dan 
perlawanan, karena rakyat tidak cukup berani melawan dalam bentuk revolusi 
berhadapan dengan kekuatan militer. 
Closky mengatakan berkaitan dengan perilaku golput masyarakat bahwa 
ada yang tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh 
masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi 
kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak 
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memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dilingkungan 
dimana ketidakikutsertaan merupakan hal yang terpuji.
21
 
Pada perkembangan berikutnya, golput dimaknai sebagai protes dalam 
bentuk ketidakhadiran masyarakat ke tempat pemungutan suara atau keengganan 
menggunakan hak suaranya secara baik, atau dengan sengaja menusuk tepat 
dibagian putih kertas suara dengan maksud agar surat suara menjadi tidak sah, dan 
dengan tujuan agar kertas suara tidak disalah gunakan oleh pihak tertentu untuk 
kepentingan tertentu pula. Pada beberapa pihak golput juga dimaknai sebagai 
prilaku apatisme dengan tema pemilihan. Seperti yang diungkapkan oleh Varma 
bahwa dinegara berkembang seperti Indonesia golput terjadi lebih disebabkan 
oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, hasil pemilu yang 




Secara empirik peningkatan angka golput terjadi karena beberapa realitas, 
yaitu pemilu dan pilkada langsung belum mampu menghasilkan perubahan berarti 
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunnya kinerja parpol yang 
tidak memiliki platform yang real dan kader yang tidak berkualitas dan komitmen 
politik yang lebih mementingkan kepentingan kelompok atau golongan 
dibandingkan masyarakat, merosotnya moral aktor-aktor politik yang lebih 
mengejar kekuasaan dan kedudukan daripada memperjuangkan aspirasi 
masyarakat. 
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Jumaedi, melanjutkan bahwa :  
Sebagian pemilih tidak menggunakan haknya hanya untuk menunjukkan 
rasa malasnya, hal ini berdasarkan persepsi mereka bahwa politik tidak 
dapat memperbaiki kehidupan mereka. Menurut mereka hidup dan mati 
bukan ditangan pemilu, terlebih sekarang ini partai politik dan pemilu 
cenderung diwarnai oleh pertikaian kepentingan sesaat. Ditambah dengan 
banyaknya isu deredar dikalangan masyarakat terkait dengan politik uang 
yang digunakan oleh pasangan calon untuk memenangkan suara pada 
pemilukada, hal inilah yang menjadi salah satu faktor terbentuknya 
kalangan golput yang semakin marak. Adapun alasan lain yang sering 
menjadi topik pembicaraan di masyarakat terkait dengan isu politik uang, 
muncullah beberapa kelompok perorangan yang memiliki prinsip bahwa 
mereka akan memberikan suara pada pemilu asalkan dengan satu imbalan 
dan yang imbalan yang paling marak beredar yakni sejumlah uang. Hal 
inilah yang sebenarnya merusak pola pikir masyarakat dalam memaknai 
pesta demokrasi, dimana seharusnya pemilu yang dilakukan setiap lima 
tahun sekali menjadi satu tolak ukur dalam pembangunan dan 
pengembangan masyarakat malah menjadi ajang untuk memperoleh 




Jumaedi Menambahkan : 
 
Harapan pada pelaksanaan sistem pemilukada langsung selain membawa 
dampak bagi kemajuan demokrasi, diharapkan juga mampu membawa 
dampak bagi masyarakat secara langsung diwilayah atau daerah tertentu. 
serta sukses terselenggaranya pemilukada akan mengubah kehidupan 




Adapun fenomena unik dalam pemilukada tahun 2018 di Kota Makassar 
yakni di warnai dengan adanya kotak kosong yang menjadi lawan dari pasangan 
calon kepala daerah. Jika memperhatikan sejarah selama diadakannya pemilukada 
di Indonesia ini merupakan pertama kalinya dilakukan pada pesta demokrasi, 
kotak kosong yang disediakan pada kolom suara berdampingan dengan kolom 
pasangan calon kepala daerah menjadi pemicu masyarakat yang awalnya memilih 
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untuk tidak memberikan hak pilihnya terhadap satu calon pasangan kepala daerah 
tersalurkan pada kotak kosong.  
Lebih lanjut Jumaedi menyatakan bahwa: 
Kotak kosong bukanlah sebuah solusi dalam menangani atau 
meminimalisir munculnya golongan putih. Melainkan dengan adanya 
proses pemilihan melawan kotok kosong akan meningkatkan persentase 
pemilih yang merasa enggan untuk datang ke TPS memberikan hak 
suaranya. Padahal pesta demokrasi yang dilakukan lima tahun sekali 
harusnya menjadi ajang penyaluran aspirasi dan diharapkan akan menjadi 
suatu peningkatan masyarakat. Selain itu sikap masa bodoh masyarakat 
yang selalu beranggapan bahwa memberikan hak pilih ataupun tidak 
pemerintahan akan tetap saja seperti itu kurang memperhatikan 
masyarakat, pemikiran inilah yang sangat perlu untuk dihilangkan. Maka 
dari itu para kader partai politik atau pengurus partai politik bisa 
mensosialisasikan dengan baik kepada masayarakat bahwa politik itu tidak 
selamanya kotor, suap menyuap ataupun politik uang yang sangat populer 
dikalangan masyarakat awam. Dan jangan pula partai politik hanya eksis 
menjelang pemilu, harusnya partai politik mampu menjalankan fungsinya 
sebagai mestinya. Karenanya masyarakat awam membutuhkan pendidikan 
politik untuk mendapatkan sebuah penalaran tentang bagaiamana 




 Dengan adanya proses baru atau penerapan baru dalam proses pemilukada 
kemarin yang mana Kota Makassar bukanlah menjadi satu-satunya daerah yang 
menerapkan hal tersebut, beberapa daerah di sulawesi selatan menerapkan hal 
serupa contohnya di Kabupaten Bone yang harusnya menjadi calon tunggal akan 
tetapi harus melawan kotak kosong pada pemilukada, dan lagi-lagi hasil 
perhitungan suara memenangkan kotak kosong pada pemilukada. Berbeda dengan 
pemilihan walikota di Kota Makassar yang awalnya memiliki dua calon pasangan 
yang akan bersaing tetapi pada akhirnya yang final oleh KPU adalah satu 
pasangan calon yang diharuskan melawan kotak kosong.  
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Berdasarkan hasi penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peran partai politik di Kota Makassar selain sebagai sarana rekruitmen 
bakal calon pemimpin, partai politik juga berperan penting dalam 
memeriahkan pergelaran pemilu dalam lima tahun sekali. Dimana partai 
politik merupakan wadah yang di fungsikan sebagai penyalur aspirasi 
masyarakat ke pemerintahan. Akan tetapi keantusiasan partai politik dalam 
menyambut pesta demokrasi ternyata belum tersalurkan dengan baik 
kepada masyarakat luas.  
2. Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yang telah terlaksana di Kota 
Makassar, dianggap belum mampu berjalan sesuai dengan sistem 
demokrasi sebagaimana tujuan utama dari demokrasi itu sendiri. Hal ini 
dikarenakan masih banyak dari masyarakat yang memilih untuk tidak 
memberikan hak pilih pada pemilukada dengan alasan bahwa memberikan 








B. Implikasi Penelitian 
Sebuah penelitian senantiasa memberikan implikasi, adapun implikasi dari 
penelitian ini ialah sebagai berikut: 
1. Sistem politik Kota Makassar sebaiknya mengurangi ruang kepada aktor-
aktor pemodal politik untuk menguasai panggung untuk memberikan 
ruang kepada kader-kader militansi partai yang paham ideologi partainya 
dan pihak lain yang dalam berpartisipasi politik sehingga mampu 
meningkatkan berikan warna dalam sistem politik Kota Makassar yang 
terhindar dari money politik. Meningkatkan pengawasan dan fungsi dari 
partai politik untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan tidak 
hanya berasal dari pemilik modal. 
2. Dalam mewujudkan kompetisi politik yang baik diperlukan seleksi dan 
rekruitmen partai politik yang konsisten terhadap kader-kader partainya 
sebagai prioritas perjuangan partai untuk menjadi partai pengusung 
pemerintah dan memenangkan pemilukada. Sistem kepartaian sebaiknya 
mengikuti konsepsi Islam tentang ajaran amanah dan jujur dalam 
menjalankan tugas, agar terhindar dari segala macam pengaruh yang dapat 
menghilangkan kepercayaan dan merusak citra partai itu sendiri dimata 
masyarakat luas. Serta lebih mengedepankan ajaran Islam dalam diri 
apabila pada momentum pemilukada bukan semata-mata untuk mencari 
kekuasaan melainkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang 
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Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi “Partisipari Parti Politik 
Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Makassar” 
A. Persepsi Partai Politik di Kota Makassar 
1. Selaku pengurus partai politik di Kota Makassar apakah partai politik 
sudah berjalan sesuai dengan peran utamanya ? 
2. Pada tiap pemilihan apakah partai politik itu sendiri memiliki strategi 
politik ? 
3. Menurut bapak, apa yang perlu dilakukan oleh para pengurus partai politik 
mengenai tanggapan negatif masyarakat terhadap orang-orang partai ? 
 
B. Pandangan Masyarakat terhadap Partai Politik dan pemilukada di 
Kota Makassar. 
1. Bagaimana pandangan bapak tentang keberadaan partai politik saat 
ini? 
2. Jadi, Menurut pengamatan bapak, partai politik belum sepenuhnya me 
jalankan peran dan fungsinya ? mengapa demikian. 
3. Apa yang dimaksudkan dengan Golput (Golongan Putih) ? 
4. Apakah menurut pengamatan bapak masih banyak dari masyarakat 
yang memilih untuk Golput? menurut apa yang menjadi alasan pribadi 
dari mereka ? 
5. Apa yang bapak harapkan dari pemilukada kali tahun 2018 di Kota 
Makassar ? 
6. Pada pemilihan tahun 2018 di Kota Makasar kemarin, sepertinya ada 
hal unik yang menjadi sorotan yakni adanya kolom kosong yang 
menjadi lawan dari pasangan tunggal. Menurut bapak apakah ini 
efektif adanya atau malah menjadi suatu hal yang dapat memecah 
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